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Menimbang:

Mengingat:

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 256/SK-BUP/HK /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Pada
Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, serta untuk lebih
efektifnya proses penyusunan, maka perlu dibentuk Tim
Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah,
terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang
ditetapkan;
bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat
Daerah pemrakarsa dinilai mempunyai kemampuan untuk
ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana
disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf
yvang disampaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada
Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 No. 9) sebagali Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara



Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2024 Nomor 181);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);



Memperhatikan:

Menetapkan:
KESATU:

KEDUA:

Telaahan Staf Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor B - 743 /ITDA/SET.11/900.1.1.1/07 /2025 tanggal 21 Juli
2025 Perihal Permohonan Pembentukan Tim Penyusunan
Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) untuk Periode Tahun
2025-2029 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Inspektorat

Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan

tugas-tugas sebagai berikut:

f.

b.

d.

Ketua:

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota
Tim Penyusun;

2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan
petunjuk kepada anggota Tim;

3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim
Penyusun kepada penanggung jawab;

4. bertanggung jawab sesuai tugas yvang telah ditetapkan;

Wakil Ketua:

membantu Ketua mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana

Strategis Tahun 2025-2029.

Sekretaris:

mengoordinasikan seluruh  anggota tim dalam penyusunan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Anggota:

1. mereviu hasil evaluasi pelaksanan Renstra Inspektorat Tahun
lalu;

2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan
kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;

3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi;

4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan
Inspektorat;

5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Inpektorat;
menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra

masing-masing bidang;



KETIGA:

KEEMPAT:

KELIMA:

KEENAM:

KETUJUH:

7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Inspektorat hasil
telaahan, koreksi dan masing-masing bidang;

8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan;
Honorarium diberikan kepada personil tim yang tugas dan fungsi
Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan 1ini, dan memperhatikan batasan jumlah
keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab
Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;
Biaya yvang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 September 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

td

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
di Tenggarong.

4. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara di Tenggarong.

Salinan sesuai dengan aslinya r\
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, S.H.

NIP 19?50#3052002121002
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa
karena rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2025-2029. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara ini berisi tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pengawasan,
dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka
pendanaan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama
lima tahun ke depan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025-2029 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan
strategis untuk periode 2025-2029 sebagai kelanjutan Renstra periode
sebelumnya. Periode penyusunan Renstra Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini menyesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan dan
tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan
menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara harus meningkatkan hasil pengawasan sehingga mampu
memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka
menjaga tata kelola, risiko, dan pengendalian intern Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas
hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat
diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku
kepentingan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025-2029 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu,
keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran di
lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan, sasaran strategis, dan
target-target pengukurannya. Mari kita bersinergi untuk melaksanakan
implementasi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025-2029 demi kemajuan dan kejayaan Pemerintah Daerah



Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan melalui peran aktif dalam
pengawasan untuk meningkatkan pengendalian intern Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara masih banyak yvang perlu disempurnakan, meskipun
demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program
kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat mengarah kepada tujuan dan
sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Inspektur,
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara
memiliki  tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai urusan
pemerintahan vang meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib, seperti
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup, bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas
hidup mereka. Sedangkan urusan pilihan, seperti pariwisata, pertanian, dan
perikanan, berfokus pada potensi lokal yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah.
Sementara Inspektorat Daerah berperan sebagai unsur pengawasan seluruh
urusan pemerintahan yang diampu oleh OPD.

Arti penting dari setiap urusan ini terletak pada kontribusinya terhadap
pencapaian kesejahteraan rakyat. Misalnya, pendidikan dan kesehatan
langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sementara
pengelolaan lingkungan hidup memastikan keberlanjutan sumber daya alam
vang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Jika sebuah OPD tidak
memiliki peran langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakvat, maka
perannya dapat dilihat melalui fungsi pendukung seperti pengawasan,
perencanaan, atau penyediaan infrastruktur yvang mendukung keberhasilan
urusan lainnya. Hal ini sesuai dengan keberadaan Inspektorat Daerah vang
menjalankan fungsi pengawasan, sehingga peran Inspektorat Daerah juga
berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Kutail Kartanegara. Sebagai contoh, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai
pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas dan
efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program. Dengan
memastikan tata kelola yvang baik, Inspektorat berkontribusi tidak langsung
tetapi signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu lima
tahun. Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai pedoman dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prioritas pembangunan

daerah. Fungsi utama Renstra bagi Inspektorat Daerah dalam



penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Pedoman Operasional: Memberikan arahan bagi pelaksanaan program
dan kegiatan yang diampu oleh Inspektorat Daerah selama periode
perencanaar.

Instrumen Akuntabilitas: Sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja
Inspektorat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Sinkronisasi dan Sinergi: Memastikan program dan kegiatan
Inspektorat Daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta
dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah melalui beberapa

tahapan, yaitu sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Strategis: Mengidentifikasi tantangan dan
peluang yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah.

Penetapan Tujuan dan Sasaran: Menguraikan tujuan operasional dan
hasil yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah dalam periode lima
tahun.

Penyusunan Strategi dan Kebijakan: Menentukan pendekatan dan
kebijakan wyang diperlukan wuntuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.

Penetapan Program dan Kegiatan: Merumuskan program dan kegiatan
spesifik yang mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh
Inspektorat Daerah.

Konsultasi Publik: Melibatkan pemangku kepentingan untuk
memastikan relevansi dan dapat terima rencana, salah satunya dengan
Tim Akademisi dan OPD terkait dengan fungsi pengawasan yang diampu
oleh Inspektorat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah memiliki hubungan vang erat dengan

RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya. RPJMD merupakan dokumen

perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang

menjadi acuan utama bagi semua OPD dalam menyusun Renstra. Renstra

Inspektorat Daerah harus sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain RPJMD, Renstra Inspektorat Daerah

juga berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja (Renja)
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Inspektorat Daerah yang disusun setiap tahun. Renstra Inspektorat Daerah
menjadi dasar bagi penyusunan Renja, vang kemudian diterjemahkan ke
dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Dengan demikian,
penyusunan dan implementasi Renstra Inspektorat Daerah yang baik akan
memastikan  keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan dalam
pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk dalam memastikan peran
Inspektorat Daerah dalam pengawasan dan peningkatan tata kelola
pemerintahan.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan
didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam
rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki visi yang akan menjadi
gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsinya, yaitu “Menjadi konsultan
dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”. Visi[tjen tersebut
dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap jajaran dan komitmen pimpinan
Itjen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yvang baik dan bersih (good
governance and clean governance). Secara umum, [tjen berorientasi untuk
memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Itjen sebagai
pelanggan (customer satisfaction).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Itjen
menetapkan misi dalam mendukung pencapaian tujuan Kemendagri dalam
peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
Adapun misi Itjen adalah sebagai berikut:

1.  Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan
manajemen risiko;

2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif,
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan
penvalahgunaan wewenang serta Ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sesuai yang tercantum dalam dekumen Renstra Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, untuk mendukung visi Provinsi
Kalimantan Timur, yaitu “Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara”,
Inspektorat Daerah Provinsi mengemban misi pembangunan jangka
menengah ke-5, wyaitu “Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi
pemerintahan wyang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan
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publik”. Telaah atas dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur untuk periode tahun 2025-2029 belum dapat dilakukan
karena juga masih dalam proses penyusunan, saat Renstra ini disusun.

Sebagai bagian dari telaah atas dokumen Renstra Inspektorat Provinsi
dan Inspektorat Daerah, Renstra tersebut menetapkan Indeks Kinerja Utama
(IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategis. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan
publik, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah perlu melakukan analisis
Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Renstra untuk mengetahui efektivitas dan
efisiensi kinerja organisasi.

Analisis Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Daerah secara garis besar memiliki kesamaan pada indikator sasaran yaitu
Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada Indeks
Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah. Maturitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diuraikan menjadi Maturitas SPIP
Pemda, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi (IEPK) sedangkan pada Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Provinsi sudah menjadi satu kesatuan vyaitu Maturitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Daerah memiliki target sasaran 5 tahun ke depan. Target sasaran di setiap
tahun mengalami meningkat namun pada tahun terakhir Indeks Kinerja
Utama (IKU) Inspektorat Provinsi memiliki hasil akhir 4.000 pada Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan pada
tahun terakhir Indeks Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah memiliki hasil
akhir 3.700 pada Maturitas SPIP Pemda dan Manajemen Risiko Indeks (MRI),
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memiliki hasil akhir 3.000 hal
ini menunjukkan adanya perbedaan hasil pada tahun terakhir. Dengan
analisis tersebut dapat mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran strategis
telah tercapai.

Pada periode 2025-2029, Visi pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara yang merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Kartanegara yaitu : Kukar Idaman Terbaik “Terwujudnya Fondasi Pusat
Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan

Berkelanjutan”. Dan  Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
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melaksanakan Misi ketiga yaitu: “Terbaik dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur sipil negara”, dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan berdaya saing”, dan Sasaran “ Meningkatnya

kualitas pelayanan publik”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
MNomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor 90);



15.

16.

1.3

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029; dan

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah.

Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara kali ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan

unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Visi

dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara adalah sebagai berikut :

1.

1.4

Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada
Peraturan Daerah tentang RPJMD pada unsur pengawasan urusan
pemerintahan;

Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Daerah serta para pihak
yang terkait dalam upaya pembangunan unsur pengawasan urusan
pemerintahan; dan

Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Daerah.

Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1-1.

Latar Belakang

Sub Bab ini berisi tentang merumuskan latar belakang penyusunan
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran
kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Tahun
2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis

Renstra Inspektorat Daerah.



1.2.

1.3.

1.4.

Dasar Hukum Penyusunan

Sub Bab ini berisi tentang mengidentifikasi dasar hukum yang relevan
dan signifikan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun
2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk
hukum.

Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini berisi tentang menguraikan maksud dan tujuan
penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029,
Sistematika Penulisan

Sub Bab ini berisi tentang menjelaskan sistematika penulisan yang
berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra
Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.

BAE II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1.

Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya,

kinerja pelayvanan, kelompok layanan sasaran, mitra dalam pemberian

pelayanan, serta bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab

Inspektorat Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Sub Bab ini berisi tentang dasar hukum pembentukan
Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah,
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah
Inspektur. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat
Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Inspektorat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme). Selain itu penjelasan ringkas tentang macam sumber
daya vang dimiliki Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit
usaha yang masih operasional.

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah
Sub Bab ini membahas tentang sumber daya Inspektorat Daerah
terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus ASN,
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD), serta sarana dan prasarana yang tercatat
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2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

menjadi aset/modal Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sub Bab ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan/atau
indikator lainnya seperti indikator vang telah diratifikasi oleh
pemerintah.

Kelompok Sasaran Layanan

Sub Bab ini membahas tentang kelompok sasaran layanan
Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah terkait.

Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Sub Bab ini membahas tentang mitra Inspektorat Daerah dalam
memberikan pelayanan.

Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat
Daerah

Sub Bab ini membahas kerja sama daerah vang menjadi tanggung

jawab Inspektorat Daerah.

Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah
Sub Bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah dan

isu strategis.

2.2.1.

2.2.2.

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Sub Bab ini berisi tentang masalah pokok, masalah, dan akar
masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan dan
sudah diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

[su Strategis

Sub Bab ini berisi tentang metode vang digunakan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
menentukan isu-isu strategis yang berhubungan dengan kinerja

pelayanan.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Sl

3.2.

33

3.4.

Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur
dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan kewenangannya.

Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini berisi tentang sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, Selain itu
dapat mempertimbangkan kondisi Inspektorat Daerah yang ada saat ini.
Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini membahas rencana tindakan yang komprehensif berisikan
langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa
optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan
program/kegiatan /subkegiatan dalam menghadapi lingkungan vyang
dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Inspektorat Daerah.
Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sub Bab ini membahas rangkaian kerja vang merupakan
operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah dan arah kebijakan RPMD serta selaras dengan strategi dalam

rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah.

BABE IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1.

4.2,

4.3.

Uraian Program

Sub Bab ini menjelaskan beberapa program yang ada di Inspektorat
Daerah.

Uraian Kegiatan

Sub Bab ini menjelaskan uraian kegiatan pada masing-masing program
yvang ada di Inspektorat Daerah.

Uraian Subkegiatan

Sub Bab ini merupakan hasil Cascanding dari tujuan, sasaran, outcome,
dan output, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya. Daftar program,
kegiatan dan subkegiatan alam mencapai Kinerja Inspektorat Daerah

dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030.
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4.4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Sub Bab ini berisi tentang uraian subkegiatan yang mendukung program
prioritas pembangunan daerah.

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sub Bab ini terdiri dari penentuan target pencapaian tujuan dan sasaran
Renstra Inspektorat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator vang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah
Sub Bab ini berisi penentuan target penyelenggaraan urusan melalui

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2025 hingga tahun 2030.
BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian singkat yang dapat menyimpulkan isi

keseluruhan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Gambaran pelayanan Inspektorat Daerah mencakup tugas, fungsi,
struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok layanan sasaran,
mitra dalam pemberian pelayanan, dan bentuk kerja sama daerah yang menjadi
tanggung jawab Inspektorat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang memberikan layanan pengawasan, pembinaan,
konsultasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah, ASN, masyarakat,
serta lembaga eksternal. Bentuk layanan meliputi audit, reviu, evaluasi,
monitoring, penerapan SPIP dan manajemen risiko, hingga pengelolaan
pengaduan masyarakat, termasuk kegiatan pengawasan lainnya meliputi
probity audit, reviu/audit laporan kinerja dan tata kelola pelayanan publik
Pemerintah Daerah, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender,
pemeriksaan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan terkait lainnya dalam
rangka mendukung kegiatan pencegahan Kkorupsi melalui Monitoring
Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Melalui layanan tersebut,
Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai
konsultan dan katalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah, tugas pokok yang diampu
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah di bidang pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:
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Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang telah

disebutkan sebelumnya, Inspektorat Daerah memiliki susunan organisasi

yang terdiri dari:

1.
2.

0o =1 h OF ok o

Inspektur

Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

b. Kelompok Jabatan Fungsional (Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
c. Kelompok Jabatan Fungsional (Koordinator Program dan Keuangan)
Inspektur Pembantu Wilayah [

Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional FPPUPD

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara yvang akan digambarkan pada Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASE
INSFEETORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1
TH T ~ i
T L PRl LA 1 T TR,
INSPERTUR PULLT] LAREL B P, BFETTRA T DARRAR

=
KELNM POK QAN TAN
FUNGSHIMAL | [ I.
(rezmmmpes | | o ||| ke
| ] I |
C wILAYAIL WILAYAR I WILAYAN WILAVAR IV

Sumber : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
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Berdasarkan struktur organisasi yang digambarkan pada Gambar 2.1 di

atas, maka berikut ini akan dijabarkan tata kerja pada masing-masing unit

kerja, yaitu :
1. Inspektur

Tata kerja Inspektur meliputi :

a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat;

b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat;

c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat;

e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat;

f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi Inspektorat;

g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKP.J
Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan
LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

i.  Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar
Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan
Inspektorat; dan

j.  Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Tata kerja Sekretariat meliputi :

a.
b.

Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana Kegiatan urusan
kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi
kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah vyang meliputi
perencanaan, anggaran, pengadaan, penvediaan sarana dan
prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi wmum
meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,
administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa,

pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan
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transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP,
Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi
publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi
SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan
dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan
masyarakat, WBS (whistle blowing system) pedoman umum sistem
penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat,
survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi;
Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik
Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah), Renstra, Renja, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran
(SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM),
pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan keuangan;

mengkoordinasikan  pelaksanaan  administrasi kepegawaian
meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali
kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif
Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji
berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU,
HEKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan
Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengompilasi
penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil
pengawasan serta menyusun matriks/tabel hasil pengawasan;
mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara
berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur

Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;

15



mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan
pengadaan dan penghapusan barang dan jasa dilingkungan
Inspektorat Daerah;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat
dilingkungan Inspektorat Daerah; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya vang

diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tata Kerja Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

meliputi:

4.

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan
barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
berlaku;

merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa
meliputi menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa,
menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi barang
Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan
penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib
administrasi pengelolaan BMD;

merencanakan  pelaksanaan administrasi umum  meliputi
ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,
administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa,
pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan
transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan
gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi
Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan
(DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES,
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TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan,
Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan atau LHKASN dan LP2P sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi
E- Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SF), Perjanjian
Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan
SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan
perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (whistle blowing
system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei
indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi dan survei
indeks nilai persepsi korupsi;

merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya vang

diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I

Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah [ meliputi:

4.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai
hasil kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
melaksanakan pengawasan  terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;

mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan wurusan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa:

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu

pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
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mengkoordinasikan  pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan
Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta
Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;

mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan
kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi
pengawasan fungsional lain;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur
Pembantu Wilayah I;

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu
Wilayah I;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur
Pembantu Wilayah I; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya vang

diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah II
Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi:

4.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai
hasil kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;

mengkoordinasikan penyusunan Konsep sasaran pengawasan dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu
pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
mengkoordinasikan  pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan

18



Pelaksanaan terhadap wurusan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa:

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta
Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;

mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan
kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi
pengawasan fungsional lain;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur
Pembantu Wilayah II;

mengkoordinasikan dan  mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu
Wilayah II;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur
Pembantu Wilayah II; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya vang

diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah III
Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi:

A.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai
hasil kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;

mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu
pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
mengkoordinasikan  pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan
Pelaksanaan terhadap wurusan Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Desa;
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mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta
Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;

mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan
kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi
pengawasan fungsional lain;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur
Pembantu Wilayah III;

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyvusunan kebijakan Daerah wurusan Inspektur Pembantu
Wilayah III;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur
Pembantu Wilayah III; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya vyang

diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Tata Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi:

4.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai
hasil kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;

mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta reviu
pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
mengkoordinasikan  pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan
Pelaksanaan terhadap wurusan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta

Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
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h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan
kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi
pengawasan fungsional lain;

i.  mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur
Pembantu Wilayah IV;

j. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyvusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu
Wilayah IV;

k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur
Pembantu Wilayah IV; dan

.  melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu unsur
manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh
karena itu diperlukan pengawasan vang dilakukan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang dilandasi kepribadian dan etika agar dapat
melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif
serta sesual dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat
melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, saat ini Inspektorat Daerah didukung dengan 3 (tiga) jenis
sumber daya, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus ASN,
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
serta sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset/modal Inspektorat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

SDM Inspektorat Daerah saat ini berjumlah sebanyak 125 [seratus dua
puluh lima) erang yang berstatus ASN. Pada Tabel 2.1 di bawah ini akan
diberikan gambaran terkait SDM yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah

berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan jenis jabatan.
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Tabel 2. 1 Rekapitulasi SDM (ASN) Inspektorat Daerah

Pelaksana)

Kriteria Cralaa fm Total (Orang)
(1) 2 3) 4
Jite Kalaitn| i 125
Perempuan 54
S2 15
Sl 56
Pendidikan RN » 125
DI 20
SLTA 30
SLTP 1
Jabatan Tinggi Pratama
Jabatan Administrator 5
Jabatan Pengawas
Jabatan Fungsional Auditor :
- Auditor Ahli Madya T
- Auditor Ahli Muda 10
- Auditor Ahli Pertama 7
Jenis Jabatan - Auditor Terampil 19 195
Jabatan Fungsional PPUPD :
- PPUPD Ahli Madya
- PPUPD Ahli Muda
- PPUPD Ahli Pertama
Jabatan Fungsional Perencana i
Ahli Muda
Jabatan Administrasi (Jabatan -

Sumber : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Tahun 2025

Pada Gambar 2.2 di bawah ini menjelaskan Grafik Data Jabatan

Fungsional vang ada di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan jenis

jabatannya.
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DATA JABATAN FUNGSIONAL
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Gambar 2. 2 Grafik Data Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah

Pada Gambar 2.3 di bawah ini menjelaskan Persentase Rekapitulasi
SDM vang ada di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan pendidikan

dan jenis kelamin.

PENDIDIKAN JENIS KELAMIN

mPendidkin ®3LTP ®SLTA D3 mDA w35l =53 = Laki-Laki = Perempuan

.

Gambar 2. 3 Persentase Rekapitulasi SDM (ASN) Inspektorat Daerah

Dari data pada Tabel 2.1 di atas diketahui bahwa Inspektorat Daerah
mermiliki tenaga pengawas yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan
PPUPD berjumlah 59 orang. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara terdiri dari 39 OPD, 20 Kecamatan, serta 193 Pemerintahan
Desa. Dengan luasnya cakupan pengawasan tersebut dan jumlah tenaga
pengawas yang sangat terbatas, menjadi tantangan besar bagi Inspektorat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan target kinerja

Pemerintah Daerah di bidang pengawasan.
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Selain itu Inspektorat Daerah diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam rangka
penguatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dialokasikan anggaran
pengawasan sebesar 0,50% dari total belanja daerah jika total belanja daerah
di atas Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). Alokasi anggaran
pengawasan tersebut tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada OPD
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain SDM dan anggaran pengawasan, Inspektorat Daerah memiliki
sumber daya dalam bentuk sarana dan prasarana yang tercatat sebagai
aset/modal OPD. Pada Tabel 2.2 di bawah ini sarana dan prasarana ini

menjadi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di bidang pengawasan.

Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana

NO URAIAN JUMLAH SATUAN KONDISI
1 2 3 4 5

1 | Sepeda Motor 19 unit Baik

2 | Mesin bor tangan 4 unit Baik

3 | Perkakas khusus 23 unit Baik

4 | GPS 3 unit Baik

3 | Scanner 27 unit Baik

6 oRes 25 unit Baik

besi/penyimpanan

7 | Mesin Fotocopy 10 unit 5 Baik, 5 Rusak
8 | Rak besi 22 unit Baik

9 | Filing Cabinet Besi 1S unit Baik
10 | Brankas 2 unit Baik
11 | Lemari kaca 2 unit Baik
12 | CCTV 23 unit Baik
13 | Alat penghancur kertas 17 unit 5 Baik, 12 Rusak
14 | LCD Projector/Infocus 4 unit Baik
15 | Papan Pengumuman 2 unit Baik
16 | Alat Kantor Lainnya 15 unit Baik
17 | Meja kerja/rapat 135 unit Baik
18 | Kursi kerja/rapat 216 unit Baik
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NO URAIAN JUMLAH SATUAN KONDISI
1 2 3 4 S5
19 | Sofa 9 unit Baik
i Mesin Penghisap 5 il e
Debu/Vacum Cleaner
21 | Air Conditioner (AC) 33 unit Baik
22 | Kipas Angin 8 unit Baik
23 | Televisi 20 unit 17 Baik, 3 Rusak
24 | Lemari buku arsip 35 unit Baik
25 | Personal Computer (PC) 28 unit Baik
26 | Laptop a5 unit Baik
27 | Note Book 59 unit Baik
28 | Tablet PC 1 unit Baik
29 | Hard Disk 10 unit Baik
30 | Printer 94 unit Baik
Bangunan gedung
32 | permanen/ramah 2 unit Baik
negara

Sumber : Buku Inventaris Inspektorat Daerah per Juni 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selama periode Renstra tahun

2021-2026 jika dilihat dari hasil capaian pada masing-masing target kinerja

yvang telah ditetapkan cenderung baik. Pembahasan kinerja pelayanan

Inspektorat Daerah terdiri dari kinerja output dan kinerja anggaran. Hasil

kinerja pelayanan Inspektorat Daerah juga tertera pada Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) yvang disusun setiap tahunnya.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selama periode Renstra tahun

2021-2026 terdiri dari :

» Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di

mana sampai dengan tahun 2024 sudah

mencapai target,

sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini

disusun.

» Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP di

mana sampal dengan

tahun 2024 sudah mencapai target,
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sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini
disusun.

» Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti, di
mana sampai dengan tahun 2024 target sudah tercapai 92%,
sedangkan tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini
disusun.

» Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di mana
sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target, sedangkan
tahun 2025 masih berjalan saat Dokumen laporan ini disusun.

Berikut ini pada Tabel 2.3 akan dijabarkan pencapaian kinerja
pelayanan yaitu kinerja outcome Inspektorat Daerah yang telah dilaksanakan
selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2022-2024.
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Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Target Target Renstra Peranglkat Daerah Realisasi Capaian Rasio Capaian pada
Fungsi Target | Target | . o tor Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-

Perangkat HaER TR Lainnya

Daerah 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 2023 2024 2025 2026

2 3 i 5 6 | 7| &8 | 9 | 10| 1| ¥2| 18| 14| 15| 16 17 18 19 | 20

Persentase
Fenyelesaian
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan BPK
Rl

- _ : 78 80 82 B4 86 | 89,37 | 89,22 | 90,11 - - 114,58% [111,53% | 109,89% - -

Persentase
Penyelesaian
Rekomendasi = 7 u 67 71 74 77 79 | 76,60 | 76,94 | 82,69 & - 114,46% |108,37% | 111,74% 2 £
Hasil
Pemeriksaan APIP

Persentase
Jumlah

Pengaduan i
M ot e - u = o0 a2 94 o6 98 B7.5 22 | 86,67 - . 07.22% | 89,13% | 92,20% s -
Ditindaklanjuati

Maturitas Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)

- - - 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 100% 1040%5 100% - -
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Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.3 di atas, dari 4 indikator kinerja
pelayanan yang ada, pencapaian kinerja vang paling besar adalah pada
indikator persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yaitu
sebesar 111,74%. Pencapaian kinerja yang sangat baik ini merupakan hasil
kolaborasi yang sangat baik di antara unit kerja yvang ada di Inspektorat
Daerah dan seluruh perangkat daerah terkait. Dari tabel tersebut juga dapat
dilihat bahwa rata-rata rasio capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
selama 3 (tiga) tahun terakhir sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 103,46%.

Namun dari keempat indikator masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja
pelayanan vang belum dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,
vaitu kinerja pelayanan persentase jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti. Selama 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pelayanan tersebut
masih lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh
beberapa hal, yaitu:

1. Terdapat pengaduan masyarakat yang baru tercatat di akhir tahun
anggaran, sehingga pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti
sesuai dengan kebutuhannya.

2. Terdapat pengaduan masyarakat yang juga perlu ditindaklanjuti
bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga proses
tindaklanjutnya tidak dapat dilakukan sesegera mungkin karena proses
dan prosedur tindaklanjutnya berbeda dengan yang biasa dilakukan
oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.

Selanjutnya adalah penjabaran kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
dari sisi rencana dan realisasi pendanaan. Berikut ini pada Tabel 2.4 akan
dijabarkan pencapaian kinerja pendanaan pelayanan pada Inspektorat
Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2022-2024.
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Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah (Data Renstra 2021-2026)

Kabupaten Kutai Kartanegara

i Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
G Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Anggaran Tahun ke- Pertambuhan
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |Anggaran | Realisasi
1 2 3 4 ] & 7 8 Q 10 11 12 13 I4 13 16 17 1g

Program
Pemanjang Urusan
Pemerintahan 21.603.9534.670 | 34,.5316.174.628 | S5.686.538.938 | 20.623.931.658 | 20.623.031.658 | 19.165.089.926 | 27.588.7T02.390 | 47.078.757.9584 - - 158, 7 19| 79,93%:|80,22% - &4,82% 56,73
Daernh Kanbupaten
Jkata
Program
Peryelengearann 8.533.007.000 | 10.7V50.000.000 | 11.500.000 000 | 10.200.000.000 | 10.200.000.000 5.641.042.017 5.716.816.403 4_B02.46T.577T I66,11%]53,18%:(41,81% 16,08% -7, 68%
Pengavasan
Program
Perumuisan
HKebijakamn, 3.215.713.000 3.730.000,000 4, 000, 000, 000 3. 300,000,000 3. 500,000,000 1.322.995.260 2.306,264.672 1.649, 242,763 - - 141, 14961, 50%:141,23% - 11,53% 11,65%
Pendampingan
Dan Asistensi
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Besaran anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang tercantum
dalam Tabel 2.4 di atas diambil dari data pagu anggaran dan realisasi
anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan setiap tahunnya. Hal ini
dilakukan agar perhitungan rasio dan rata-rata pertumbuhan menggunakan
data yang sebenarnya/aktual. Berdasarkan data vang ada pada Tabel 2.4 di
atas, dari 3 program vang diampu oleh Inspektorat Daerah, pencapaian
kinerja pendanaan pelayanan yang paling baik adalah pada Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2022
yaitu sebesar 88,71%. Sementara pencapaian kinerja pendanaan pelayanan
vang kurang baik adalah pada Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi di tahun 2022 yaitu sebesar 41,14%.

Berdasarkan data yvang ada pada Tabel 2.4 di atas juga diketahui bahwa
untuk 2 program yang menjadi aktivitas inti Inspektorat Daerah yaitu
Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi memiliki rasio di tahun 2024 yang kurang dari
50%. Sementara rata-rata pertumbuhan anggaran terendah yaitu pada
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar 11,53%
serta rata-rata pertumbuhan realisasi terendah wvaitu pada Program
Penyelenggaraan Pengawasan sebesar -7,68%. Berikut adalah grafik tren

anggaran dan realisasi untuk tiga program pada Inspektorat Daerah.

Tren Anggaran dan Reoabsas Program inspeitoral Daarah (2022 024)
Yoeee argpmw Prgpae Peurg .
- Ueghuas §ugpes Deryspaeyg —
B Ao - Py e Pegpaatan .--F"f
L i Healeaw  Feoges Py __,..-o-"""
Ao i PIOCE S B ..--"'"r
¢ Pesles  Puggers Lok 'd/_/_,_,--" e =
o "
_.-:-""--FF-P- -
o _'_._,_,_._-—-—""'_'_'_'——-/l
1 — -
£ ey —
% ._._,_,_,_:—'—""'_—""_'_'_F
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-— S
L — - —_— — — -

Gambar 2. 4 Grafik Tren Anggaran dan Realisasi Program
Inspektorat Daerah
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Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara anggaran yang
direncanakan dan realisasi vang dicapai untuk masing-masing program.
Rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan bahwa meskipun alokasi
dana meningkat, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Grafik ini
dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perencanaan anggaran
tahun berikutnya.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dihitung menggunakan
rumus CAGR (Compound Annual Growth Rate) yaitu menghitung laju
pertumbuhan rata-rata tahunan secara akumulatif. Rumus CAGR vyang

digunakan adalah sebagai berikut :

Nilai Akhir) =

CAGR= | —————
- (Nilai Awal

Rasio dan rata-rata pertumbuhan yang rendah/kurang baik tersebut

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Komponen belanja terbesar untuk kedua program inti tersebut adalah
belanja perjalanan dinas dalam kota, di mana satuan biaya harian dan
transportasi yang rendah sehingga realisasinya juga rendah.

2. Keterbatasan jumlah APIP dan hari/waktu untuk melaksanakan
penugasan, sehingga cakupan pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan
semaksimal mungkin.

3. Mandatory spending yang cukup besar sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan untuk pelaksanaan pengawasan sebesar 0,5%
dari total APBD, vang tidak sesuai dengan proporsi jumlah SDM APIP
selaku pengguna realisasi anggaran tersebut.

Sementara untuk Rasio dan rata-rata pertumbuhan vang baik pada
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
disebabkan karena komponen belanja rutin yang wajib dilaksanakan seperti
belanja pegawai, serta belanja barang/jasa untuk keperluan rutin kantor
dan bangunan sudah pasti akan direalisasikan setiap tahun tanpa kendala

yang berarti.
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2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah mencakup berbagai
pihak yvang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala Daerah menjadi sasaran utama sebagai pengguna hasil pengawasan
untuk mendukung pengambilan keputusan vyang tepat dan berbasis
akuntabilitas. Perangkat daerah dan unit penyelenggara layanan publik
menjadi sasaran dalam audit, reviu, evaluasi, serta pembinaan guna
meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pelayanan publik.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah
daerah menjadi sasaran layanan dalam rangka pembinaan integritas,
kepatuhan, serta peningkatan disiplin kerja. Masyarakat juga menjadi
kelompok sasaran melalui layanan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut
laporan dugaan penyimpangan. Di sisi eksternal, Inspektorat Daerah
berperan memberikan dukungan data, koordinasi, dan sinergi kepada
lembaga pengawas maupun penegak hukum seperti BPK, BPKP, KPK,
Kepolisian, Kejaksaan, dan Ombudsman.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah tidak
hanya terbatas pada internal pemerintah daerah, tetapi juga mencakup
masyarakat dan lembaga eksternal, sehingga peran Inspektorat sebagai
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat memberikan nilai tambah bagi
terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah, sebagai
berikut:

1. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
Pemanfaatan hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan.
2. Perangkat Daerah / OPD
Sasaran audit, reviu, evaluasi, pembinaan, serta pendampingan
penerapan SPIP dan manajemen risiko.
3. Unit Penyelenggara Layanan Publik
Pendampingan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akuntabel
dan bebas dari KKN.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pembinaan integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan disiplin kerja.
5. Masyarakat / Pengguna Layanan Publik
Layanan pengaduan masyarakat, tindak lanjut laporan dugaan

penyimpangan, serta kontrol sosial.
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6. Lembaga Eksternal
BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman — koordinasi,

supervisi, dan sinergi dalam pengawasan serta penanganan perkara.

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah,
Inspektorat Daerah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
Mitra internal meliputi Kepala Daerah serta seluruh perangkat daerah yang
menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Inspektorat Daerah juga bermitra dengan unit penyelenggara
layanan publik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

I sisi lain, Inspektorat Daerah membangun sinergi dengan mitra
eksternal, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
aparat penegak hukum, Ombudsman, serta masyarakat dan media sebagai
pengawas sosial. Kemitraan tersebut diperkuat pula dengan dukungan
akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam peningkatan
kapasitas pengawasan serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis tersebut,
Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat peran sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) vang tidak hanya berfungsi sebagai
pengawas, tetapi juga konsultan, katalis, dan mitra kerja dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan berorientasi pada
pelayvanan publik.

Adapun daftar mitra Inspektorat Daerah dalam memberikan pelayanan
pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD)
a. Seluruh Perangkat Daerah sebagai objek pengawasan dan pembinaan
b. Menyediakan data dan informasi untuk evaluasi kinerja
c. Berkolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak

Lanjut (RTL) hasil pemeriksaan
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

a. Mitra teknis dalam penguatan kapasitas APIP

b. Pendampingan implementasi manajemen risiko dan pengendalian
intern pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. Koordinasi dalam pelaksanaan audit eksternal

b. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

a. Pembinaan umum terhadap Inspektorat Daerah

b. Penyediaan regulasi dan kebijakan pengawasan internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Sinergi dalam pencegahan korupsi melalui MCSP (Monitoring Center
for Systemic Prevention)

b. Pendampingan dalam penguatan integritas dan tata kelola
pemerintahan

Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System

a. Mendukung pelaporan pelanggaran dan pengendalian gratifikasi

b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

a. Pengembangan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan teknis dan
sertifikasi

b. Kolaborasi dalam riset dan kajian pengawasan

Masyarakat dan Media

a. Sebagai pegawai sosial terhadap kinerja pemerintah daerah

b. Menyampaikan aspirasi dan laporan dugaan penyimpangan

Adapun dengan dukungan BUMD, Inspektorat Daerah dapat lebih

optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan intern, sekaligus memastikan

bahwa penyelenggaraan usaha milik daerah berjalan efektif, efisien, dan

memberi manfaat sebesar-besarnva bagi masvarakat serta pembangunan

daerah.

Adapun dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Inspektorat

Daerah adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Menyediakan data keuangan, kinerja, dan tata kelola secara terbuka

untuk mendukung proses audit, reviu, dan evaluasi Inspektorat.
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2. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,
independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan usaha daerah.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi
Melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat sebagai upaya
perbaikan tata kelola dan pengendalian risiko.

4. Penguatan Kontribusi terhadap PAD
Optimalisasi kinerja BUMD vang sehat dan bersih untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan tata
kelola.

5. Pencegahan Risiko dan Penyimpangan
Berkolaborasi dengan Inspektorat dalam penerapan Sistem Pengendalian
Intern serta manajemen risiko di lingkungan BUMD.

6. Sinergi dalam Pembangunan Daerah
Mendukung peran Inspektorat sebagai pengawas intern sekaligus katalis
agar BUMD berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

2.1.6 Kerja sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat

Daerah

Kerja sama Daerah tidak ada yvang secara langsung menjadi tanggung
jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana Inspektorat
menugaskan salah satu Fungsional Pengawas terlibat dalam Tim Kerja sama
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan
dalam memastikan bahwa setiap kerja sama daerah terlaksana dengan
akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kerja sama yang dimaksud meliputi kerja sama antardaerah, kerja
sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, serta kerja sama
dengan BUMD maupun lembaga masyarakat.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat
Daerah bertanggung jawab melakukan reviu atas dokumen kerja sama,
memberikan pertimbangan terkait pengelolaan risiko, serta mengawal tindak
lanjut pelaksanaannya agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan
daerah. Selain itu, Inspektorat juga memastikan bahwa manfaat kerja sama
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta berkontribusi terhadap

peningkatan kinerja pemerintah daerah.
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Dengan adanya pengawasan yang melekat pada kerja sama daerah,
Inspektorat Daerah Kutai Kartanegara berupaya memperkuat integritas
penyelenggaraan pemerintahan, mencegah potensi penyimpangan, serta
mendukung terciptanya sinergi pembangunan daerah yang berkelanjutan

dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Permasalahan dan isu strategis Inspektorat Daerah menggambarkan
kondisi yang memengaruhi kinerja pengawasan internal serta menjadi dasar
dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengawasan pada periode

PEreEncanaar.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam upaya melaksanakan peran sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah menghadapi berbagai tantangan yang
berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan. Permasalahan
utama vyang dihadapi antara lain masih terbatasnya kapasitas dan
kompetensi sumber daya manusia pengawas, keterbatasan pemanfaatan
teknologi informasi dalam mendukung pengawasan berbasis risiko, serta
belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Selain
itu, koordinasi lintas perangkat daerah maupun dengan lembaga eksternal
belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga memengaruhi kecepatan dan
kualitas perbaikan tata kelola.

Di sisi lain, tuntutan lingkungan strategis semakin meningkat, baik dari
aspek regulasi maupun ekspektasi masyarakat. Isu strategis yang perlu
mendapat perhatian Inspektorat Daerah mencakup peningkatan kapabilitas
APIP menuju level yvang lebih tinggi, penguatan implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko secara
menyeluruh, serta peningkatan integritas dan budaya anti korupsi di
lingkungan pemerintah daerah.

Permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat
Daerah untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi pengawasan yang
lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan
akuntabel.
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Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi

pengawasan urusan pemerintahan,

Inspektorat

pelayanan di

Daerah menghadapi

bidang

beberapa permasalahan yang akan dijabarkan lagi mulai dari masalah pokok,

masalah, dan akar masalah seperti yang tercantum dalam Tabel 2.5 berikut

ini.
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
No.| Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 | Tata kelola dan Masih Keterbatasan kompetensi
kapabilitas APIP | rendahnya tenaga pengawas
dalam kualitas Kebijakan dan prosedur
menjalankan produk hasil kerja belum memadai dan
fungsi pengawasan tersedia.
pembinaan dan Ketidakakuratan data dan
pengawasan temuan
belum optimal Rekomendasi yang tidak efektif
Keterlambatan dalam
penyampaian
Kurangnya kejelasan dan
transparansi
Minimnya kebermanfaatan
2 Cakupan Keterbatasan jumlah tenaga
pengawasan pengawas
masih rendah Keterbatasan pemanfaatan
teknologi
Kurangnya koordinasi antar
unit kerja internal
Minimnya aspek pengawasan
Tidak semua entitas tercakup
3 Lemahnya Unit kerja yang belum memadai
respon , :
Kompetensi teknis tenaga
terhadap )
pengawas terkait yang belum
pengaduan -
memadai
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No.| Masalah Pokolk Masalah Alar Masalah

(1) (2) e (4)
prioritas 3 | Pemanfaatan teknologi yang
masih kurang

4 | Lambatnya penanganan
5 | Kurangnya tindak lanjut

Kualitas penanganan yang
masih rendah

7 | Kurangnya fokus pada prioritas

Berdasarkan penjabaran yvang ada pada Tabel 2.5 di atas, dapat
diketahui bahwa Inspektorat Daerah menghadapi permasalahan pokok yaitu
tata kelola dan kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pembinaan dan
pengawasan belum optimal. Sementara itu terdapat beberapa permasalahan
vang dialami selama 3 tahun terakhir, vaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas produk hasil pengawasan, di mana
pelaksanaan pengawasan masih belum menyasar pada substansi
masalah yang ditemukan di masing-masing objek pengawasan dan
solusi atau rekomendasi yvang diberikan belum bisa memberikan
manfaat lebih bagi objek pengawasan. Untuk permasalahan ini
terdapat beberapa akar masalah, yaitu:

a. Keterbatasan kompetensi tenaga pengawas
Akar masalah ini terkait dengan kompetensi tenaga pengawas
masih belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Kebijakan dan prosedur kerja belum memadai dan tersedia
Akar masalah ini terkait dengan pedoman teknis pembinaan dan
pengawasan belum memadai, termasuk standar mutu hasilnya,
serta SOP yvang belum tersedia.

c. Ketidakakuratan data dan temuan
Akar masalah ini terkait dengan analisis yang kurang mendalam
atau salah dalam menginterpretasi fakta yang ditemukan.

d. Rekomendasi vang tidak efektif
Akar masalah ini terkait dengan rekomendasi pengawasan tidak
dapat diimplementasikan secara praktis atau tidak memberikan

solusi yang relevan terhadap permasalahan vang dihadapi.
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Keterlambatan dalam penyampaian

Akar masalah ini terkait dengan laporan atau produk pengawasan
diselesaikan melewati fenggat waktu vang telah ditetapkan,
sehingga tidak memberikan dampak signifikan pada waktu yang
diperlukan.

Kurangnya kejelasan dan transparansi

Akar masalah ini terkait dengan produk pengawasan sulit
dipahami karena kurangnya struktur vang jelas atau penggunaan
bahasa teknis vang tidak dijelaskan dengan baik.

Minimnya kebermanfaatan

Akar masalah ini terkait dengan hasil pengawasan tidak
memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki tata kelola,
mencegah penyimpangan, atau meningkatkan efisiensi dan

efektivitas entitas yang diawasi.

Cakupan pengawasan vyang masih rendah, di mana cakupan

pengawasan belum bisa mencakup seluruh area, entitas, atau aspek

yang seharusnya diawasi sesuai dengan mandat, tanggung jawab, atau

kebutuhan organisasi. Untuk permasalahan ini terdapat beberapa akar

masalah, yaitu :

d.

Keterbatasan jumlah tenaga pengawas

Akar masalah ini terkait dengan rasio antara jumlah pengawas
dengan objek yang diawasi tidak sebanding.

Keterbatasan pemanfaatan teknologi

Akar masalah ini terkait dengan masih rendahnya pemanfaatan
teknologi informasi untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengawasar.

Kurangnya koordinasi antar unit kerja internal

Akar masalah ini terkait dengan sistem pengawasan antar Irban
yang belum terintegrasi.

Minimnya aspek pengawasan

Akar masalah ini terkait dengan kegiatan pengawasan yang hanya
mencakup beberapa aspek tertentu, seperti kepatuhan
administratif, tetapi kurang memperhatikan aspek lain seperti

kinerja atau pengelolaan risiko.
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Tidak semua entitas tercakup
Akar masalah ini terkait dengan tidak semua OPD, unit kerja, atau
program di bawah wilayah tanggung jawab Inspektorat Daerah

diawasi secara rutin.

Lemahnya respon terhadap pengaduan prioritas, di mana masalah ini

merujuk pada laporan masyarakat, pegawai, atau pihak lain. Untuk

permasalahan ini terdapat beberapa akar masalah, yaitu :

a.

Unit kerja yang belum memadai

Akar masalah ini terkait dengan belum tersedianya unit kerja
khusus (Inspektur Pembantu Khusus) yang menangani
pengaduan prioritas/khusus.

Kompetensi teknis tenaga pengawas terkait yang belum memadai
Akar masalah ini terkait dengan masih terbatasnya SDM yang
memiliki sertifikasi CFRA atau sertifikasi vang diberikan kepada
Jabatan Fungsional Auditor dalam bidang audit forensik.
Pemanfaatan teknologi yang masih kurang

Akar masalah ini terkait dengan belum maksimalnya penggunaan
aplikasi SAPA Inspektorat oleh masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk mengirim pengaduan masyarakat.

Lambatnya penanganan

Akar masalah ini terkait dengan pengaduan tidak diselesaikan
dalam waktu yvang ditentukan sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP).

Kurangnya tindak lanjut

Akar masalah ini terkait dengan tidak semua pengaduan yvang
sudah diverifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi
atau penyelesaian yvang memadai.

Kualitas penanganan yang masih rendah

Akar masalah ini terkait dengan penanganan pengaduan tidak
menyelesaikan akar permasalahan atau memberikan solusi yang
tidak efektif.

Kurangnya fokus pada prioritas

Akar masalah ini terkait dengan pengaduan dengan urgensi tinggi
diperlakukan sama seperti pengaduan dengan tingkat prioritas

rendah, sehingga tertunda atau terabaikan.
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2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam
menentukan proses kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan
program dan Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi vang sudah direncanakan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam
menganalisis risiko serta secara moral dan etika birokratis yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan karena
dampaknya signifikan bagi Inspektorat Daerah di masa yang akan datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang
bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan
strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis
tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang
maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang
bersih (clean govemment).

Walaupun menjalankan urusan fungsi penunjang, Inspektorat Daerah
khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan memiliki
peranan sangat penting dan signifikan, karena peran ini menjadi elemen yang
sangat penting dalam memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
daerah telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang
berlaku. Dalam dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Rantek RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2025-2029 pada fungsi penunjang lainnya, sudah coba memetakan isu
strategis di bidang pengawasan vaitu keterbatasan tenaga pengawas yang
kompeten dan lemahnya respon terhadap pengaduan prioritas. Seperti yang
sudah dijabarkan di sebelumnya, ke-2 isu strategis tersebut dijabarkan
kembali menjadi 3 masalah dan 19 akar masalah yang dihadapi oleh

Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya di
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bidang pembinaan dan pengawasan.

Penentuan dan penjabaran terhadap isu-isu strategis, pokok masalah,
masalah dan akar masalah di Inspektorat Daerah, dilakukan dengan
melakukan rapat internal secara intensif dan proses brainsforming secara
paralel di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan pengawasan serta dengan mitra organisasi seperti akademisi,
BPKP, dan perangkat daerah terkait. Komitmen pimpinan untuk melakukan
perbaikan layanan pada Inspektorat Daerah juga menjadi kunci utama dalam
upaya perbaikan di lingkungan Inspektorat Daerah di masa vang akan
datang. Teknik menyimpulkan isu strategis Inspektorat Daerah tercantum

pada Tabel 2.6 berikut ini.
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Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah

ISU KLHS
POTENSI DAERAH YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN
YANG MENJADI RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH ISU STRATEGIS
PERMASALAHAN INSPEKTORAT
KEWENANGAN DENGAN s
INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT
DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7)
Optimalisasi tata
Belum Kelola dan birokrasi
optimaln pemerintahan,
ukungan penerapan ) eningkatan ata Kelola dan ata Kelo penguatan kehidupan
o EI“I.I.-"‘IJ udF:n tata EERgRal Perkembangan 2 Relolast T Kelola tan kehid
Smart Regency & Eelc}]‘-.aj Layanan Jasa Tzlmﬂlﬂ ; g Akuntabilitas Pemerintahan | berdemokrasi, dan
Infrastruktur Digital A Keuangan g Pemerintah yang Baik perwujudan keamanan
Pan baik dan ketertiban
s berbasis pelayanan
public terdigitalisast
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029

Seperti yvang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, pada
pasal 1 poin 49 dikatakan bahwa tujuan adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya vang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sementara
pada poin 50 dikatakan bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat
daerah vang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat
daerah.

Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Periode 2025- 2029
adalah Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran
daerah dalam pembangunan dengan indikator tujuan yaitu Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan
mengampu empat sasaran berupa, Meningkatnyva kematangan pengendalian
intern pemerintahan dengan indikator nilai maturitas SPIP Pemerintah
Daerah, Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran
dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI), Meningkatnya
pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah dengan indikator
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Meningkatnya
Kapabilitas APIP dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP.

Berikut ini adalah Tabel 3.1 yang akan menggambarkan teknik
merumuskan tujuan dan sasaran beserta dengan target kinerja jangka

menengah yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah tahun 2025 - 2029,
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Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah

NSPK DAN

SASABAN BASELINE TARGET TAHUN
SR AR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | TAHUN KET
RELEVAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) 2) (3 (4 13) 16) (7} 18} 9 (10) (11) 112} (13
NSPK:
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2000 tentang
Pelayanan i ) i B ) i i i ) i ) B
Publik.
Sazaran:
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya
pengendalian dan Maturitas
Pﬁwm“ ;ﬁ{:ﬂ%m o Terdefinisi Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi
E.n,ggg:an deh Intern Pen:r.nntah {3' [3' 13' 13] {3} {3} {3'
dalam (SPIP
pembangunan
Meningkatnya
kematangan T .
pengendalian Nilss Masrins SED | g 3,371 3,433 3,493 3,553 3,583 3,643 3,643
mntern "
pemerintahan
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NSPK DAN

BASELINE TARGET TAHUN
nmwvma TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | TAHUN KET
RELEVAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
i1 2) 13) i4) 19) 16) (7) 18 9 10} (11) 12) (13
Menmingkatnya
dalam :ﬁf"m‘;‘lf”ﬁ“ Nilai 3,400 3,460 3,520 3,580 3,620 3,650 3,675
pelaksanaan
penganggaran
Memnghkatnya
A Indeks Efektivitas
korupsi pada Pengendalian Nilai 2 856 2,885 2,914 2 942 2,971 3,000 3,100
linglup ;
intaki Korupsi (IEFK)
pemerin
daerah
Kapabititas AFIP | APIP Nilai 3,000 3,000 3,090 3,125 3,150 3,245 3,275
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Dari uraian pada tabel 3.1 di atas diketahui bahwa tujuan Inspektorat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pengendalian
dan pengawasan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan dengan
indikator tujuan berupa Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan dan indikator ini sudah
sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomeor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian tujuan
tersebut, maka Inspektorat menetapkan 4 sasaran strategis, vaitu:

1) Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan;

2) Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran;

3) Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah;
dan

4) Meningkatnya kapabilitas APIP.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing sasaran strategis
beserta dengan uraian target kinerja masing-masing, yaitu:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah

Seluruh Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja, dan
pegawai harus menerapkan semua unsur pengendalian intern
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomeor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
SPIP. Penerapan SPI tersebut perlu terus dilakukan perbaikan dan
peningkatan kualitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan evaluasi atas penerapan SPIP di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKFP Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur, skor Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 3,371 sehingga
memperoleh Lewel 3 (Terdefinisi). Capaian level tersebut adalah hasil dari
penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) Penilaian atas komponen
penetapan tujuan; 2) Penilaian atas komponen struktur dan proses; 3)
Penilaian atas komponen pencapaian tujuan. Masing-masing komponen
tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

1) Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun
2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah
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2)

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor 4
selama 2 tahun berturut - turut, namun masih memiliki
beberapa Area of Improvement (AOI) yaitu:

- Masih terdapat kualitas indikator sasaran pada pemda dan
perangkat daerah wvang belum Specific, Measurable,
Achievable, Realiable dan Timebound (SMART);

- Masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk
mengukur keberhasilan sasaran strategis pemerintah
daerah sehingga menyebabkan target dari indikator tersebut
juga tidak tepat;

- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun
sebelumnya (penetapan target di bawah capaian tahun
sebelumnya).

Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun

2023 dan 2024, skor kualitas sasaran strategis Pemerintah

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor 3 pada

tahun 2023 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024

vang memperoleh skor 4, namun masih memiliki beberapa

Area of Improvement (AOI) yvaitu:

- Terdapat sasaran strategis OPD vang tidak selaras dengan
sasaran di tingkat pemerintah daerah;

- Terdapat indikator sasaran strategis OPD wyang tidak
berorientasi hasil, tidak spesifik, dan tidak relevan;

- Masih terdapat sasaran dan indikator program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang tidak berorientasi hasil;

- Terdapat target yang tidak memperhatikan capaian tahun
sebelumnya.

- Belum semua perangkat daerah menetapkan sasaran
program dan sasaran kegiatan.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kualitas pengawasan

melalui pendampingan dan asistensi terhadap mitra strategis

dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan sasaran
strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga berimplikasi

pada peningkatan capaian kualitas penetapan sasaran
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strategis dan kualitas pencapaian strategis pada komponen

penetapan tujuan maturitas SPIP terintegrasi.

Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas komponen struktur dan proses terdiri dari
penilaian terhadap 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian,
Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan
Komunikasi, serta Pemantauan. Berdasarkan hasil evaluasi
maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun 2023 dan 2024,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah
memperoleh capaian skor 3 dalam 2 tahun berturut - turut pada 4
unsur, vaitu:

1) Lingkungan Pengendalian;

2)  Penilaian Risiko;

3) Kegiatan Pengendalian; dan

4) Pemantauan.

Sedangkan unsur Informasi dan Komunikasi mengalami
peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,5 dan menjadi 3 pada
tahun 2024. Namun masih terdapat beberapa Area of Improvement
yaitu:

- perlu dibangun kebijakan antikorupsi yang komprehensif
meliputi kebijakan, struktur pengelola risiko korupsi dan standar
perilaku antikorupsi;

- risiko kemitraan belum dikelola dengan baik;

- saluran pengaduan belum berjalan dengan baik dan sistem
whistleblowing cenderung rendah;

- belum adanya pedoman reviu yang terstandar;

- pimpinan perangkat daerah belum melakukan pemantauan
secara berkala capaian kinerja dan pemantauan terhadap risiko.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan yang
optimal dalam memastikan terwujudnya good governance di
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat
mendorong capaian pada komponen struktur dan proses maturitas
SPIP terintegrasi.

Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan terdiri dari
penilaian terhadap 4 wunsur, yaitu Efektivitas dan efisiensi,

Keandalan laporan keuangan, Pengamanan atas Aset, dan Ketaatan
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pada peraturan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing

unsur penilaian :

1)

2)

3)

4)

Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun
2023 dan 2024, skor efektivitas dan efisiensi atas capaian
outcome memperoleh skor 3 selama 2 tahun berturut - turut,
sedangkan efektivitas dan efisiensi atas capaian output
mengalami kenaikan capaian dari skor 3 pada tahun 2023
menjadi skor 4 pada tahun 2024, namun masih memiliki

beberapa Area of Improvement (AOI) yaitu:

- masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan
perangkat yang tidak tercapai realisasinya;

- masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan
perangkat daerah yang belum berorientasi hasil;

- terdapat OPD yang tidak menyajikan capaian output per
kegiatan.

Keandalan Laporan Keuangan

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun

2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh

skor 3 atau C selama 2 tahun berturut - turut. Hal tersebut

disebabkan masih terdapat beberapa temuan berulang pada

hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

yvang menjadi Area of Improvement atas komponen keandalan

laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

Pengamanan atas Aset

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun

2023 dan 2024, skor keandalan laporan keuangan memperoleh

skor 3 atau C selama 2 tahun berturut - turut. Hal tersebut

disebabkan masih terdapat beberapa temuan atas aset pada

hasil audit eksternal atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara

vang menjadi Area of Improvement atas komponen keandalan

laporan keuangan maturitas SPIP terintegrasi.

Ketaatan terhadap Peraturan

Berdasarkan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi BPKP Tahun

2023 dan 2024, skor ketaatan terhadap peraturan pada tahun

2023 memperoleh skor 3 atau C dan mengalami penurunan
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2.

pada tahun 2024 menjadi skor 2 atau D. Hal tersebut
disebabkan masih banyaknya jumlah temuan ketidakpatuhan
auditor eksternal pada LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dalam
bentuk quality assurance atas tata kelola Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat mendorong
capaian pada komponen struktur dan proses maturitas SPIP
terintegrasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
telah menetapkan 3 strategi utama untuk meningkatkan nilai
maturitas SPIP terintegrasi yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas
Pencapaian Sasaran Strategis;
2) Peningkatan Kualitas Pengamanan Aset Daerah;
3) Penghapusan
Temuan Berulang atas LKPD. Oleh karena pertimbangan dan
strategis tersebut, perhitungan analitis dan proyeksi rasional
capaian nilai maturitas SPIP terintegrasi pada tahun 2029
adalah 3,7 (level 3).

Nilai Manajemen Risiko Indeks

Nilai Manajemen Risiko Indeks adalah ukuran vang mencerminkan
tingkat kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis,
merespons, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian
tujuan strategisnya. Indeks ini memberikan gambaran sejauh mana
pendekatan manajemen risiko diterapkan secara efektif dan
berkelanjutan di dalam organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa
peraturan yang berlaku, vaitu :

e« Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya
manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan.

« Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP, yang
mencakup penilaian aspek manajemen risiko.

Nilai ini dihitung berdasarkan skor capaian elemen-elemen
manajemen risiko yang meliputi:

1. Proses identifikasi risiko.

2. Analisis dan evaluasi risiko.
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3. Penerapan mitigasi risiko.
4. Pemantauan dan pelaporan risiko.

Skor akhir biasanya dinilai dalam skala tertentu, misalnya 1-5, vang

menggambarkan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko.

3.

Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah ukuran vyang

menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencegah,
mendeteksi, dan merespons potensi korupsi secara efektif. Indeks ini
mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengendalian korupsi
yvang diterapkan organisasi. Penilaian ini didasari oleh beberapa
peraturan yang berlaku, yaitu :

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang
Penilaian Risiko Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indeks ini dihitung berdasarkan evaluasi terhadap:

Kebijakan antikorupsi yang diterapkan.

2. Keberhasilan program pengendalian korupsi.
3. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap pedoman etika.
4. Penanganan pengaduan korupsi.

Hasil evaluasi dirangkum dalam bentuk skor yvang menunjukkan
efektivitas pengendalian korupsi, biasanya dalam bentuk skala 1-100

atau kategori (misalnya: Baik, Cukup, atau Kurang).

Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP adalah ukuran vang menggambarkan tingkat
kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
melaksanakan fungsi pengawasan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan
kerangka kerja Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang diterapkan
secara global. Penilaian ini didasari oleh beberapa peraturan vang

berlaku, yaitu :
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, vang
menekankan penguatan kapabilitas APIP.

Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Penilaian Kapabilitas APIP.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 1634 /K/D4/2019 tentang Pedoman
Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan enam elemen

utama dalam IA-CM:

Layvanan Audit: Kualitas layanan audit yang diberikan APIP.
Manajemen Proses Audit: Efektivitas proses audit yang diterapkan.
Manajemen Sumber Daya: Ketersediaan dan kompetensi sumber
daya manusia.

Arah Strategis dan Kepemimpinan: Strategi dan peran
kepemimpinan dalam pengawasan.

Hubungan dan Budaya Organisasi: Sinergi APIP dengan
stakeholders.

Struktur Tata Kelola: Peran APIP dalam tata kelola organisasi.

Setiap elemen diberi nilai pada skala tertentu (misalnya 1-5), yang

kemudian dirata- rata untuk menentukan tingkat kapabilitas APIP (Level

1 hingga Level 5).

Level 1 (Initial): Fungsi pengawasan bersifat reaktif dan belum
terstruktur.

Level 2 (Infrastructure): Fungsi pengawasan telah memiliki prosedur
dasar.

Level 3 (Integrated): Fungsi pengawasan terintegrasi dalam proses
Imanajemer.

Level 4 (Managed): Fungsi pengawasan memberikan nilai tambah
strategis.

Level 5 (Optimized): Fungsi pengawasan mencapai kinerja terbaik
secara berkelanjutan.

Keempat indikator kinerja ini merupakan komponen penilaian

Maturitas SPIP Terintegrasi. Selain itu juga keempat indikator kinerja ini

sebagali upayva Inspektorat Daerah dalam menyelaraskan dengan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Inspektorat Daerah.
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3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029
Dalam periode perencanaan tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah
Kabupaten menetapkan sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan
kualitas pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan
daerah wyang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sasaran tersebut
diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang mampu memberikan nilai tambah, tidak hanya
sebagai pengawas, tetapi juga konsultan dan katalis bagi perangkat daerah.
Sasaran utama Renstra Inspektorat Daerah meliputi:
1. Meningkatkan kapabilitas APIP menuju level yang lebih tinggi sesuai
kerangka penilaian BPKP.
2. Meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara terintegrasi pada seluruh perangkat daerah.
3. Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan baik dari
Inspektorat maupun lembaga eksternal (BPK, BPKP, KPK).
4. Meningkatkan integritas, kepatuhan, dan budaya anti korupsi di
lingkungan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat sebagai sarana
kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yvang akuntabel
dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan pencapaian sasaran tersebut, diharapkan peran Inspektorat
Daerah Kabupaten semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan
pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong

tervujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah disebutkan
sebelumnya, maka Inspektorat Daerah juga merumuskan strategi atau
program apa saja vang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel 3.2 yang akan
menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, dan arah kebijakan yvang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.
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Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Inspektorat Daerah

TAHAP 1 TAHAPII TAHAP 01 TAHAP IV TAHAP V
No. SASARAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi atas Aol Pelaksanaan 12) (3) i 3)
1 Meningkatnya Menyusun telaahan dan surat
kematangan instruksi Bupati untuk
pengendalian intern menginstrulksikan kepada
pemerintahan dengan seluruh kepala perangkat daerah | o, L oo Monevdan Monevdan Monevdan
Nilai Maturitas SPIP agar memperbaiki perencanaan Jpa et e menindaklanjuti atas menindaklanjuti atas menindaklanjuti atas
Pemda pada akhir { dengan memperhatilkan J} : rekomendasi hasil rekomendasi hasil rekomendasi hasil
P Menginstruksikan kepada hasil evaluasi BPKP
perencanaan tahun cascading sesuai proses bisnis s evaluasi BPKP Tahun evaluasi BPKP Tahun evaluasi BPKP Tahun
seluruh kepala perangkat ; S Tahun 2026 terkat - : .
2030 sebesar 3,700 daerah agar memperbaiki | Y208 didukung dengan indikator | o o0 o perencanaan 2027 terkait delumen 2028 terkait doloumen 2029 terkait dokumen
kinerja yang berorientasi PETETICANAAT PErETICATIAAT PETENCATIAAT
ge;eﬁncmh:npl dengan outcome, memenuhi kriteria
ca.s-:apde';lg sesual proses SPARRT, dom thelalbunys Sanget
bisris yang diduloung YR e
dengan indr:ilmmrl kinerja
ﬂumtlfu:emmm Melakukan pembinaan dan
kriteria SMART, dan RengRwRMNn AtAS PRrvaian
: 4 kualitas dokumen perencanaan i . i .
didulung target yvang Melakukan pembinaan | Melalukan pembinaan | Melakukan pembinaan | Melalukan pembinaan

tepat

dengan memperhatilan
cascading sesual proses bisnis

dan pengawasan atas

dan pengawasan atas

dan pengawasan atas

dan pengawasan atas

: R perbaikan kualitas perbaikan kualitas perbaikan kualitas perbaikan kualitas
ifms fildy:lnm"bii?i&:;s?ddmm fiokumm PETENCANAAN finkumen PETENCANART dulmmm PETENCATIAAN n!inim.men Perencanaan
nubc:u]ma, & Ry jangka pemdek jangka pendek jangka pendek jangka pendek
SMART, dan didukung target
yang tepat

Melakukan identifikasi

akar penvebah temuan

%Iam_i.gnmgpl—l!iastl e | Menyusun identifikasi akar Melakukan pembinaan | Melalukan pembinaan | Melakukan pembinaan | Melalukan pembinaan
d’"“."t L ot penyebab temuan dalam dan pengawasan atas dan pengawasan atas dan pengawasan atas dan pengawasan atas

SRR, D D Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; | hasil pemeriksaan BPFK | hasil pemeriksaan BPK | hasil pemeriksaan BPK | hasil pemenksaan BPK

pengendalian yang tepat
untuk mencegah temuan

berulang
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TAHAP 1 TAHAPF I1 TAHAP I TAHAP IV TAHAP V
HNo. SASARAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Moneyv atas
Monev atas pengendalian untuk Monev atas Money atas
pengendalian untulk mencegah temuan pengendalian untuk pengendalian untuk
mencegah temuan berulang : mencegah temuan mencegah termaan
- berulang : 1. Temuan berulang : berulang :
:'Imimﬁ:kpa ;ﬂﬁ?ﬂn 1. Temuan ketidakpatnihan hasil 1. Temuan 1. Temuan
hggamn P keﬁda.}ipmhan hasil pemeriksaan BPK = 5 ketidakpatuhan hasil ket:ida.}cpamhan hasil
Temua.ngléeti o e R pemeriksaan BPK =5 selama 4 tahun pemeriksaan BPK = 5 pemeriksaan BPK = 5
R S BF‘I{.I S selama 3 tahun berturut-turut dan selama 5 talun selama 3 tahun
tahivin Barbaiat b l:-ertm_'u_t urut hd_al; mempengaruhi b-erm;u_t-m:ut o 'bertm_.'u_t—tl:lrut o
2. Opini WTP minimal 3 | opini 2. Opini WTP minimal 5 | 2. Opini WTP minimal 5
kali berturat-turut dan 2. Opinda WTP minimal 4 | kali berturut-turut dan | kah berturut-turut dan
tidak ada catatan kali berturut-turut dan | tidak ada catatan tidak ada catatan
terkant aset tidak ada catatan terkait aset terkeant aset
terkait azet
Melalukan monitoring T i
tindal lanjut atas Melakaukan monitoring tindak | yjejgjeujan pembinaan | Melakukan pembinaan | Melakukan pembinaan | Melakukan pembinaan
rekomendasi perbailan Br’“ ; Sart dan pengawasan atas dan pengawasan atas dan pengawasan atas dan pengawasan atas
yang tertuang pada perbaikan yang tertuang pada__ | i/ penlaian Mandiri | hasil Penilaian Mandiri | hasil Penilaian Mandiri | hasil Penilaian Mandiri
Laporan Hasil Penilaian dafLapumn Hasil Evaluas; dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil
;Iant;ﬂJ.rE:rffn L&g;:tia.;l EPKP Evaluaszi BFKP Evaluaszi BFKP Evalua=i BPKP Evaluasi BFKP
as uasi
4 ﬂ:m?:’:gemmn Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring
Risika dalest Misaitoi b loagian pengalokasian pengalokasian anggaran | pengalokasian pengalokasian anggaran
pelaksanean anggaren perangkat dacrah | GUERETPEMmERl | EEAREE SO e T | B e
Pengelolaan Peningkatan penerapan dalam penerapan manajemen g . i W“HE;FIE ant . . P‘!W‘-E;L
Keuangan Daerah manajemen Risiko Risiko pada tingkat risiko PSRN MADSIED - | TANOMRSE o pEOSARLIaOAcen. | Souphnen
Opensional dési strategis Risiko pada tingkat pada tingkat risike Risiko pada tingkat pada tingkat risiko
Bersrkint dacrah risiko Operasional dan Operasional dan risiko Operasional dan | Operasional dan
strategis Perangkat strategis Peranghkat strategis Perangkat strategis Peranghat
daerah daerah daerah daerah
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TAHAP 1 TAHAF II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi atas Aol Pelaksanaan 12) (3) i 3)
Asistensi Asistensi Asistensi Asistensi
i : : ; pengimplementasian pengimplementasian pengimplementasian pengimplermentasian
ﬂmst:lrrlzﬁrgmple:;enmgan pengelolaan Risiko pengelolaan Risiko pengelolaan Risiko pengelolaan Risiko
Nk dirive “‘“’Pm"“@‘bm sebagai bagian dari sebagai bagian dari sebagai bagian dari sebagai bagian dari
eeputusan ditinglat oparasional proses pengambilan proses pengambilan prosas pengambilan proses pengambilan
d:ﬁ ehtnbaiiin pe keputusan ditingkat keputusan ditingkat keputusan ditingkat keputusan ditingkat
L operasional dan operasional dan operasional dan operasional dan
strategis strategis strategis strategis
Asistensi dan Amstens dan Asistensi dan Asistensi dan
Asistensi dan Menitoring Menitering Monitoring Monitoring Memtoring
pengimplementasian sebagai pengimplementasian pengimplementasian pengimplementasian pengimplementasian
dasar penilaian kinerja seluruh sebagai dasar penilaian | sebagai dasar penilaian | sebagai daser penilaian | sebagai dasar penilaian
UPE tingkatan strategis unit kinerja seluruh UPR kinerja selumh UFR kinerja seluruh UPE kinerja seluruh UPR
kerja dan operasienal perangkat | tingkatan strategis unit | tingkatan stratepis unit | tinghatan strategis unit | tngkatan strategis unit
dasrah kerja dan operasional kerja dan operasional kerja dan operasional kerja dan operasional
perangkat daerah perangkat daerah perangkat dasrah perangkat daerah
Asistensi dan Asistensi dan Asistensi dan Asistensi dan
Asistensi dan monitoring monitoring peningkatan | monitoring peningkatan | monitoring peningkatan | monitoring peningkatan
peningkatan kompetensi dan kompetensi dan kompetensi dan kompetensi dan kompetensi dan
keterampilan penerapan keterampilan keterammlan keterampilan keterampilan
manajemen Risiko pegawai pada | penerapan manajemen PENErapan manajemsn PENEeTApan MANajemen | PenNerapan MAanajemen
Perangkat daerah Risiko pegawa pada Risiko pegaws pada Risiko pegawal pada Risike pegawail pada
Perangkat daerah Perangkat daerah Perangkat daerah Perangkat daerah
Survei Tingkat Pemahaman Eunret Tingkat : gl:nr:;'Tumkm ; g'l:we;. Tinghkat : geunvei Tingkat :
mengenai manaje Risiko emahaman mengenai mahaman mengenai mahaman mengenai mahaman mengenai
Perangkat D&mihmm manajemen Risiko manajemen Risiko manajemen Risiko manajemen Risiko
Perangkat Daesrah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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TAHAP 1 TAHAF I1 TAHAP I TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
g : . Asistenzyf Evaluas: Asigtensif Evaluas AsigtensifEvaluas: Asgistensif Evaluas:
:?!ﬁ;ﬂﬂﬁmgﬁ‘ﬂ pengaﬁ\;l penerapan kebijakan penerapan kebijakan penerapan kebyjakan penerapan kebyakan
: = I:i't E peageo ?;m = pengelolaan Risike pengelolasn Risike pengelolaan Risike pengelolaan Risike
I? o : na E&lﬂlnﬂ mg}mt terkait Kerja samadan | terkait Kegja sama dan | terkait Kerja sama dan | terkait Kerja sama dan
d 1]mﬂn PRREReTaR Kemitraan pada Kemitraan pada Kermitraan pada Kemitraan pacda
perangkat daerah perangkat daerah perangkat dasrah perangkat daerah
Reviu/evaluasi Reviu fevaluasi Reviu/ evaluasi Reviu/evaluas
Evaluasi kebjakan pengelolaan kebjjakan pengelolaan kebijakan pengelolaan kebijakan pengelolaan kebjjakan pengelolaan
Risike Pernerintah daerah Risiko Pemerintah Risiko Pemerintah Risike Pemerintah Risike Pemerintah
daerah daerah daerah daerah

Asistensi pelaksanaan penilaian
Risiko (Pemyusunan Risk register
dan RTP Risike, analisis dan
penetapan Prioritas penanganan
Riziko) pada level strategis
Pemenntah daerah, stratems dan
operasional perangkat daerah

Asistensi pelaksanaan
penilaian Risiko
(Penyusunan Fisk
register dan RTP Risiko,
analsis dan penetapan
Prioritas penanganan
Risiko] pad level
strategis Pemerintah
daerah, strategis dan
operasional perangkat
daerah,

Asistensi pelaksanaan
penilaian Fisiko
{Penyusunan Risk
register dan RTP Risikeo,
analisis dan penetapan
Pricntas penanganan
Riziko) pada level
strategiz Pemerintah
daerah, strategis dan
operasional perangkat
daerah.

Asistensi pelaksanaan
penilaian Risiko
{Penyusunan Risk
register dan RTF Risiko,
analisis dan penetapan
Prioritas penanganan
Riziko) pada level
strategis Pemenntah
daerah, strategis dan
operasional peranglat
daerah.

Asistensi pelaksanaan
penilajan Risiko
(Penyusunan Risk
register dan RTF Risiko,
analisis dan penetapan
Priontas penan

Riaiko) pada level
strategis Pemermntah
daerah, strategis dan
operasional perangkat
daerah.

Evalua=m pelaksanaan penilaian
Risike (Penyusunan Risk register
dan RTP, analisis dan penetapan
Prieritas penanganan Risiko)
sesual bisnis proses pada level
strategis Pemerintah dasrah,
strategis dan operasional
perangkat dasrah

Evaluns: pelaksanaan
penilaian Risike
(Penyusunan Risk
register dan RTP,
analisis dan penetapan
Prioritas penanganan
Fisika) s-ep:mﬁ%snis
proses pada leve]
strategis Pemerintah
daerah, strategis dan
operasional perangkat
daerah.

Evaluas: pelaksanaan
penilaian Risike
{Penyusunan Risk
register dan RTP,
analisis dan penetapan
Prioritas penanganan
Risiko) sesual lisnis
proses pada level
strategis Pemerintah
daerah, strategis dan
operasional perangkat
daerah.

Evaluas: pelaksanaan
penilaian Risike
(Pemyusunan Risk
register dan RTP,
analisis dan penetapan
Prioritas penanganan
Rigileo) sesua bisms
proses pada level
strategis Pemerintah
daerah, strategis dan
operasional peranghkat
daerah.

Evaluasi pelaksanaan
penilaian Risike
(Penyusunan Risk
register dan RTP,
analisis dan penetapan
Prioritas pen

Risiko] sesum bisnis
proses pada level
strategis Pemerintah
daesrah, strategs dan
operasional peranglat
daerah.
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TAHAP 1 TAHAF I TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Menitoring dan Monitaring dan Maonitoring dan Menitering dan
Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan pengelolaan Risiko | pengelolaan Risiko Unit | pengelolaan Risiko Unit | pengelolaan Risiko Unit | pengelolaan Risiko Unit
Unit Pengelola Risiko Pemerintah | Pengelola Risiko Pengelola Risiko Pengelola Risiko Pengelola Risiko
Daerah dan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan | Pemerintah Daerah dan | Pemenntah Daerah dan | Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah Peranghkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi
penyelengparaan sistem penvelenggaraan sistem | penyelengparaan sistem | penvelengparaan sistem | penyelenggaraan sistem
pengaduan internal dan pengaduan internal dan | pengaduan internal dan | pengaduan internal dan | pengaduan internal dan
eksternal perangkat dasrah eksternal peranghat ekaternal peranghat eksternal peranghat eksternal perangkat
daerah daerah daerah daerah
Morutonng dan evaluas: | Momtoring dan evaluas: | Momitonng dan evaluas: | Momtoring dan evaluas:
Meonitonng dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
pelaksanaan menghkomunikasikan mengkomunikasilan mengkomunikasilean unikasikan
mengkomunikasikan pengelolaan Risiko pengelolaan Risiko pengelolaan Risiko pengelolaan Risiko
pengelolaan Risikeo terkait terkait strategi dan terkait strateg dan terkait strategi dan terkait strategi dan
strateg dan kebijakan kebjakan manajemen kebijakan manajemen kebijakan manajemen kebijakan manajemen
manajemen Risiko, serta Rizsiko, serta dolumen Risiko, serta dokumen Risike, serta dekumen Risiko, serta dokumen
dokumen hasil penilaian Risiko hasi] penilaian Risiko hasil penilaian Risiko hasil penilaian Risiko hasil penilaian Risiko
(Risk Register dan ETP) kepada (Risk Register dan RTP) | (Risk Register dan RTP) | (Risk Register dan RTP) | (Risk Register dan RTP)
stakeholder terkait) kepada stakeholder kepada stakeholder kepada stakeholder kepada stakeholder
terkait). terkait], terkait). terkait).
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TAHAP 1 TAHAPF I1 TAHAP I TAHAP IV TAHAP V
HNo. SASARAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Reviu delamen hasil Reviu dokumen hasil Reviu dokumen hasil Reviu dokumen hasil
3 . ik penilaian risiko dan penilaian risiko dan penilaian risiko dan penilaian risiko dan
R.!'.ﬂ] : jﬁﬂn mijm::f:]j‘&nm dolumen Pengelolaan dolumen Pengelolaan doluimen Pengelolaan dolumen Pengelolaan
faili iy ey s e Risiko operasional dan Rizsiko operasional dan Risiko operasional dan Fiziko operasional dan
e p;f:;m:ahmmdw hdan e | strategis UPR strategis UPR strategis UPR strategis UPR
UPR t daerah (Risk Pemerintah daerah dan | Pemernintah daerah dan | Pemenntah daerah dan | Pemerintah daerah dan
: fef% ;‘?’sh‘ UFR perangkat daerah | UPR perangkat daerah | UPR perangkat daerah | UPR perangkat daerah
ERRaR ) {Risk register dan RTP | (Risk register dan RTP | (Risk register dan RTP | (Risk register dan RTP
Risiko) Risiko) Rizilco) Risileo)
3 Meninghkatnya
pengendalian korupsi ; ; 2 Evaluasi Kebijakan anti | Evaluasi Kebijakan anti | Evaluasi Kebijakan anti | Evaluasi Kebijakan anti
pada l!ﬂsjmp i:gﬁlﬂnimﬁ}'“ g Kﬂg;ﬁinm Korupsi berupa Korupsi berupa Kormapsi berupa Korupsi berupa
pemerintah daerah kode ctil:fgoP M‘;QKP:m i fida pedoman, kode pedoman, kode pedoman, kode pedoman, kode
erangkat daerah PP etik/SOP Anti Korupsi etik /S0P Anti Korupsi etik /S0P Anti Korupsi etik/SOP Anti Korupsi
P pada perangkat daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah
Menyusun dan
mengmplementasikan
kebijaka tikorupsi
d&njkud:ai:: Mﬂﬂpa! Morutonng dan evaluas: | Momtoring dan evaluasi | Momitonng dan evaluas: | Momtoring dan evaluas:
didulrung SOP yang Midalcidiin soaalisa dac implementasi SK Bupati | implementasi SK Bupati | implementasi SK Bupati | implementasi SK Bupati
mencakup tiga prinsip R impl;:mnnmi SK Kutan Kartanegara No.: Kutan Kartanegara No.: Kuta: Kartanegara No.: Kutai Kartanegara No.:
dalam pengelolaan risiko gu 6 Kotel Enrtitioan M. 204 /SK-B UP.I’HKJ" 2025 | 204/5K- EUP{HKI 2025 | 204/SK-BUP/HE /2025 | 204/SK-BUP/HEK /2025
lear mFe aleni on i gor o tentang Petunjuk tentang Petunjuk tentang Petunjuk tentang Petunjuk
detelfsi ’irﬁn s Eﬂﬂ": 2 4 ﬁgtq'fs.ﬁicapiﬂlglqmzs' reaLiEg Pelaksanasan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
' P ary B S Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Pernpusunan Eencana Penyusunan Rencana
mesg;]l?n r?:;ll':ﬂnﬂ. Dal Pengendalian Pengendahan Pengendalian Pengendahan
nge:-l'l mnK-E mmﬁ ah Kecurangan Dalam Kecurangan Dalam Kecurangan Dalam Kecurangan Dalam
SR RO Sa Pengelolaan Kenangan | Pengelolasn Keuangan | Pengelolaan Keuangan | Pengelolasn Kenangan
Daerah Daerah Daerah Daerah

60




TAHAFP 1 TAHAF I1 TAHAP III TAHAP IV TAHAFP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)

Pemantauan Penstapan SOP
Anti Korupsi pada peranghkat

Pemantauan dan
Evaluasi penerapan

Pemantauan dan
Evaluasi penerapan

Pemantauan dan
Evaluasi penerapan

Pemantauan dan
Ewvaluasi penerapan

Pemilanan Integnitaz KPK RI

Penilaian Survet
Penilaian Integritas KPK
Rl

Pemlaian Integritas KPK
RI

Pemilman Integnitas KPK
Rl

d h S0F Anti Korups: pada SOP Ant: Korupsi pada | S0P Anti Korupsi pada | SOP Anti Korupsi pada
i perangkat daerah perangkat daerah perangleat daerah peranglkat daerah
Melal 1 Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Pacibalajtai pasliahan: st Pembelajaran/penyuluh | Pembelajaran/penyuluh | Pembelajaran/penyuluh | Pembelajaran/penyuluh
lcw iimpadlfst :"'u] holder an anti korupsi kepada | an anti korupsi kepada | an anti korupsi kepada | an anti korupsi kepada
mterfal i dlintiroal peranslat stakeholder internal stakeholder internal stakeholder internal stakeholder internal
d h B® dan eksternal dan eksternal dan eksternal dan eksternal
perangkat daerah perangkat daerah perangkat dasrah perangkat daerah
anifaniditia Memfasilitas Memifasilitas Memfasilitas
elal R dadan pelaksanaan penilaian pelaksanaan penilaian pelaksanaan penilaian
Memfasilitas pelaksanaan . Etag;ritaa urgrniaaai integritas organisasi integritas organisasi integritas organisasi
penilaian integritas organisasi perangkat d h yang wmnghnt daerah vang p-ara._ngi;a.t daerah vang perapgifa.t dasrah yang
perangkat daarsh yang_rn.an_]adl eniadi Subyals ~ I'.I.'Im'!.JE-I_i‘I. Subyak_ Illﬂr!..].ﬂ.i.i!. Euhyelc_ m.an_]adl g‘l.'lh;l;‘B]E.
Subyek Penilaian Survel P Penilaian Survei Penilaian Survei Penilaian Survel

Perulaian Integritas KPK
Rl

Survel persepsi bersama oleh
SEMUA PEgAWaAL SECATA LTI
bahwa yvang dijadikan acuan
utama sebaga perilaku etis
adalah peraturan, SOP, hulam,
atau standar profesional

Survei persepsi
bersama oleh semua
pPEgAWAL SECATA UIim
bahwa yang diyjadilan
acuan utama sebagai
perilaku etis adalah
peraturan, SOP,
huloam, atau standar
profesional

Survel persepsi
bersama olsh semua
pegawal secara Umum
bahwa yang dyadikan
acuan utama sebagai
perilaku etis adalah
peraturan, SOP,
hukum, atau standar

profesional

Survei persepsi
bersama oleh semua
pPegawal SECATA UMM
bahwa yang dijadikan
acuan utama sebagm
perilaku etis adalah
peraturan, SOP,
hukum, atau standar
profesional

Survel persepsi
bersamea oleh semua
PEEAWAI SECATA WM
bahwa yang dyadikan
acuan utama sebagai
penlaku etis adalah
perataran, SOP,
hukum, atau standar
profesional

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan

Monitoring dan

Monitoring dan

Monitoring dan

pelaksanaan tindalk lanjut atas Evaluas: pelaksanaan Evaluam pelaksanaan Evaluas: pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan
adanya pelaporan kejadian tindal lanjut atas tindak lanjut atas tindak lanjut atas tindak lanjut atas
perilaku tidak etis/ perilalu adanya pelaporan adanya pelaporan adanya pelaporan adanya pelaporan
korupsi dan internal [ elesternal kejadian perilaln tidak | kejadian perilalon tidak | kejadian perilaku tidak | kejadian perlakag tidak
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TAHAP 1 TAHAP I1 TAHAP I TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
maupun atas hasil audit etis/perilaku korupsai etis/ perilaku korups etis/ perilaku korupsi etis/ perilaku korupsi
Investigasi, audit atau dari internal feksternal | dan internal/eksternal | dari internal/eksternal | dari internal/eksternal

pengawasan lainnya

g e R,
audit Investigasi, audit
atau pengawasan

SEbi e, A Décanl
audit Investigasi, audit
atau pengawasan

maupun atas hasil
audit Investigasi, audit
atau pengawasan

maupun atas hasil
audit Investigasi, audit
atau pengawasan

negara dan perbaikan

lainnya lainnva lainnya lainnya
Honcning focalk Monitoring tindak Monitoring tindalc Monitoring tindak
anjut pemberian et - - | lanjut pemberian p P .
PR F E i anjut pemberian sanks: ! lanjut pemberian sanks:
Monitoring tindalk lanjut sanksi dan atau i il sanksi dan atau e i it
pembenan sanksi dan atau pemulihan kerugian ik ]pn:umu pemulihan kerugan e 7 E:u“;un i
pemulihan kerugian keuangan keuangan negara dan & & keuangan negara dan E B

negara dan perbaikan

yang didukung oleh SDM dan
sumber daya keuangan untuk
pengelolaan risiko
korupsifkecurangan

dasrah yang didukung
oleh SDM dan sumber
daya keunangan uniuk
pengelolaan risiko
korupsifkecurangan

daerah yang didukung
oleh SDM dan sumber
daya kenangan untuk
pengelolaan risiko
korapsi/ kecurangan

daerah yang didukung
oleh SDM dan sumber
daya keunangan untuk
pengelolaan risiko
korupsi/kecurangan

negara dan perbaikan sistem perbaikan sistem . z perbaikan sistem 4
. f ; - sistem pengendalian - - | sistem pengendaban
pngerdaonsas bl | | pongedaian aas bl | 4025 P | ergmdtion sns sl | gl Bemerisann
dan bentuk pengawasan lainnya | Investigasi, audit dan E;Btiukaum’ Euft aan Investigasi, audit dan };::;:I'Eam‘ “ﬁi:l:"
bentuk pengawazan : penga bentuk pengawasan i penga
lainnya lainnya lainnyva lainnya
Monitoring dan evaluazi | Monitoring dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi penyediann penyediaan penyediaan penyediaan
penyediaan program/kegiatan program/kegiatan anti program,/kegiatan anti | program/kegiatan anti | program/kegiatan anti
anti kerupsi perangkat daerah kerupsi peranglkat korups peranglkat korupsi peranghat korupsi perangkat

daerah yang didukung
oleh SDM dan sumber
daya keuangan untuk
pengelolaan risiko
kompst fkecurangan
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TAHAP 1 TAHAP I TAHAP II TAHAFP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Melaksanakan surver Melaksanakan surver Melaksanakan surve: Melaksanakan surver
Melaksanakan survei efeltivitas | efektivitas penggunaan | efektivitas penggunaan | efektivitas penggunaan | efektivitas penggunaan
penggunaan kekuasaan dan kekuasaan dan kekuasaan dan kekuasaan dan kelkuasaan dan
wewenang yang melekat pada wewenang yang melekat | wewenang yang melekat | wewenang yang melekat | wewenang yang melekat
pimpinan dalam mengelola nisike | pada pimpinan dalam pada pimpinan dalam pada pimpinan dalam pada pimpinan dalam
korupsi mengelola risike mengelola risiko mengelola nsike mengelola risike
korupsi korapsi korapsi korupsi
Survil pesiladon stés pemimpin Survei penlulm]:hs Survei perilaku etis Surved pf:a*ila.li:'ulstie} Survei p-le;rilalgu:etifa
it kerja dalam meneraplean pemimpin unit kerja pemimpin unit kerja pemimpin wunit kerja pemimpin unit kerja
:n.' p dalam meneraplkan dalam menerapkan dalam me dalam menerapkan
ardah dan norma etis yang : x C : i .
berlaku dal S kaidah dan norma etis kaidah dan norma etis kaidah dan norma etis kaidah dan norma etis
B L J vang berlaku dalam vang berlalu dalam yang berlalu dalam yang berlaln dalam

MANAJEMEen Organisasl,

MIANAJEMET OTEANISaAs],

MANAJEMEen organisasi.

MANAJSMEen Organisasi.

Asistens: penilaian nsiko
kerupsi/frand (penyusunan RR
dan RTP Fraud)

Asistensi penilaian
risiko korupsi/fraud

Asistensi penilaian
risiko kompsi/fraud

Asistensi penilaian
risiko kormpal/fraud

Asistensi penilajian
risiko korupsi/fraud

Pemantauan penyelenggaraan
Whistleblower mternal organisasi

Pemanmuan
enyelenggaraan
Wiusﬂel:rh\m internal

orpAnIsasi

Pemantauan

pen;.re.]:mggmn
Whustleblower internal

O'I'Emﬂ.ﬁl

Pemantauan
penyelenggaraan
Whastleblower internal
OTEATIISASE

Pemantauan

penyelenggaraan
Whistleblower internal

OT gAnisas
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TAHAP 1 TAHAF I TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i4) 3]
Menyusun laporan Membuat surat edaran | Membuat surat edaran | Membuat surat edaran | Membuat surat edaran

kinerja satuan tugas anti
gratifikasi

Membuat surat edaran Bupati
penunjukan PIC UPG di masing-
masing OFD tahun 2026

Bupati peranjukan PIC
UPG di masing-masing

Bupat: penunjukan PIC
UPG di masing-masing

Bupati penunjukan PIC
UPG di masing-masing

Bupati penunjukan PIC
UPG di masing-masing

OPD tahun 2027 OPD tahun 2023 OPD tahun 2029 OPD tahun 2030
Pemantauan Pemantauan Pemantauan Pemantauan
Sosialisasi dan pembekalan penyusunan struktur penyusunan struktur pemyusunan struktur penyusunan struktur

untuk UPG dan PIC OFD;

pengelola UPG dan PIC
OFD;

pengelola UPG dan PIC
OPDy;

pengelola UPG dan PIC
OFD;

pengelola UPG dan PIC
OPD;

Amstensi penyusunan laporan Asistensi penyusunan Asistensi penyusunan Asistensi penyusunan Asistensi penyusunan
kinerja satuan tugas anti laporan kinerja sataan laporan kinerja satuan laporan kinerja satuan laporan kinerja satuan
gratifilkasi; tugas anti gratifileasi; tugas anti gratifileas:; tugas anti gratifikasi; tugas anti gratifilkasi;
Monev pelaksanaan Monev pelaksanaan Monev pelaksanaan Money pelaksanaan
:{na;wrﬁlnk] sa:.nm pelaporan pelaporan anti pelaporan anti pelaporan anti pelaporan anti
BT ' gratifikasi, gratifikasi. gratifilkasi. gratifikasi.

Asmistens penyusunan
struktur manajemen
pengendalian
korupsi/kecurangan di
level Pemda dan
mencakup seluruh

perangkat dasrah

Asistensi peryusunan struktur

manajemen pengendalian

Pemda dan mencakup seluruh
perangkat daerah

asistensi penyusunan
laperan kinerja satuan
tugas anti gratifikasi;

asistensi penyusunan
laperan kinerja satuan
tugas anti gratifikasi;

asistens] penyusunan
laporan kinerja satuan
tugas anti gratifikasi;

asistens] penyusunan
laporan kinerja satuan
tugas anti gratifikasy;




TAHAP 1 TAHAF I TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Melalulkan momtoring Melakukan monitonng Melakukan monitoring Melakukan monitonng Melalukan monitoring
dan evaluasi terhadap Melalnikan monitoring dan dan evaluasi terthadap dan evaluasi terhadap dan evaluasi terhadap dan evaluasi terhadap
has=il tindak lanjut evaluasi terhadap hasil tindak hasi] tindak lanjut ha=l tindak lanyut hasil tindak lanyut ha=l tindak lanjut
rekomendasi, lanjut rekomendasi, pelaksanaan | rekomendasi, rekomendasi, rekomendasi, rekomendasi,
pelaksanaan kode etik kode etik ASN terkait penlalo pelaksanaan kode etik pelaksanaan kode etik pelaksanaan kode atik pelaksanaan kode etk
ASN terkait perilaku kecurangan /koraps ASN terleaat perilaku ASN terkait perilaku ASN terkait perilalu ASN terkait perilaloa
kecurangan,korups: kecurangan/korapsi kecurangankorupsi kecurangan ( korupsi kecurangan, korupsi
Melalul o Mdakukan i relevsnet SK Monitoring dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi
. . penerapan SK penerapan SK penerapan SK penerapan SK
relevansi SK Inspelctur Inspektur tentang Kode Etik i Kod g de |1 I od el Kod
tentang Kode Etik APIP AFIP n§pekmr tentang e In;sp- tur tentang Ko nspekiur tentang Kode Im_;p tur tentang ]
Etik APIP Etik APIP Etik APFIP Etk APIP
Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan

Melakukan sosialisasi
penguatan seperangkat
sistern antikorupsi
[siztem WEBS mnternal,
sistem manajemen anti
suap, sistem
pengendalian gratifikasi,
sistern respon kejadian
korupsi yang terdetelsi,
sistem edukasi) baik di
tingkat Pemda dan
Perangkat Dasrah

Melalukan sosialisasi penguatan
seperangkat sistem antikorupsi
(zistem WES internal, sistem
manajemen anti suap, sistem
pengendalian gratifikasi, sistem
respon kejadian korupsi yang
terdeteksi, sistem edukasi) baik
di tingkat Pemda dan Perangkat
Daerah

pemantauan atas
PENErAPAN SISTem
antikorupsi (sistem
WEBS internal, sistem
manajemen anti suap,
sistem pengendalian
gratifikasi, sistem
respon kejadian kormpsi
vang terdeteksi, sistem
edukasi) baik di tingkat
Pemda dan Perangkat
Daerah)

pemantauan atas
PENErapan sistem
antikorupsi (sistem
WEBS internal, sistem
manajemen anti suap,
sistem pengendalian
gratifikasi, sistem
reapon kejadian korupsi
vang terdeteksi, sistem
edukasi) baik di tingkat
Pemda dan Peranglat
Daerah)

pemantauan atas
PENETAPAn Sistem
antiborupsi (sistem
WBS internal, sistem
manajemen anti suap,
sistem pengendalian
gratifikasi, sistem
respon kejadian kerupsi
yang terdeteksi, sistem
edukasi) baik di tingkat
Pemnda dan Perangkat
Daerah)

pemantauan atas
PETNETAPAN S15Tem
antikorupsi (sistem
WBS internal, sistem
manajemen anti suap,
sistem pengendalian
gratifikasi, aistem
respon kejadian korupsi
yang terdeteksi, sistem
edukasi) baik di tingkat
Pemda dan Perangkat
Daerah)
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TAHAP 1 TAHAF II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Melakukan monitoring Melakukan monitoring Melakukan monitoring Melalukan monitoring
dan evaluasi terthadap dan evaluasi terhadap dan evaluasi terhadap dan evaluasi terhadap
Melalukan monitoring dan hasil tindak lanjut hasil tindak lanjut hasil tindak lanjut hasil tindak lanjut
evaluasi terhadap hasil tindak rekomendasi hasil rekomendasi hasil rekomendasi hasil rekomendasi hasil

Melalukan monitoring

lanjut rekomendasi hasil
penerapan system anti korupsi
(sistem WBS mternal, sistem

penerapan sistem anti
korupsi (sistem WBS
internal, sistemn

penerapan sistem anti
korupsi (sistem WBS
mnternal, sistem

penerapan sistem anti
korupsi (sistem WES
internal, sistem

penerapan sistem anfi
korupsi (sistem WBS
mnternal, sistem

dan evaluasi terhadap - g ; ; : ; ; : . : ;
haail tindak Iaciit manajemen anti suap, sistem manajemen anti suap, manajemen anti suap, manajemen anti suap, manajemen anti suap,
dsidies pengendalian E;ra'l:.ﬁlmal_, sistem sistem pengendalian sistem pengendalian sistem pa_rlge_ndﬂllﬂn sistem pengendalian

et i rezpon kejadian korips yang gratifikasi, sistem gratifikasi, sistem gratifilkas:, sistem gratifikas:, sistem
terdeteksi, sistem edukasi) baik | respon kejadian korupsi | respon kejadian korupsi | respon kejadian kerups: | respen kejadian korupsi
di tingkat Pemda dan Peranglat vang terdeteks:, sistem vang terdeteks:, sistem yang terdeteks:, sistem terdeteksi, sistem
Daerah edukasi) baik di tingkat | edukasi) baik di tingkat | edukasi) baik di tingkat | edukasi) baik di tingkat

Pemda dan Peranghat Pemda dan Peranglat Pemeda dan Peranglkat Pemda dan Peranglat
Daerah Daerah Daerah Daerah

Mengoptimalkan

penggunaan saluran

pengaduan melalul Mengoptimalkan penggunaan

sosialisas di tingkat saluran pengaduan melalu Pemantauan Pemantauan Pemantauan Pemantauan

perangkat daerah dan sosialisasi di tingkat peranghat penggunaan saluran penggunaan saluran pengpunaan saluran penggunaan saluran

masyarakat umum , daerah dan masyarakat umum, pengaduan, pengaduan, pengeduan, .

termasuk adanya termasuk adanya perlindungan perlindungan pelapor perlin]iz:ﬁn pelapor perlindungan pelapor perlindungan pelapar

perlindungan dan dan pengamanan bag pelapor dan tindaklanjut hasil dan ti aryut hasil dan tindaklanjut hasil dan tindaklanjut hasil

bagi pelapor | serta memastikan bahwa uan, ngaduan, pengaduan, pengaduan,

f;m:ﬁ bahm pengaduan ditindaklanpati Bhess 2 e

pengaduan

ditindaldanpati
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TAHAP 1 TAHAF I1 TAHAP I TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Evaluasi kesesumian Evaluasi kesesuman Evaluasi kesesuaian Evaluasi kesesuaian
SK Bupati Kutai SK Bupati Kutai SK Bupat Kutai SK Bupati Kutai
Kartanegara No.: Kartanegara No.: Kartanegara No.: Kartanegara No.:
204 /SK-BUP/HK/2025 | 204/SK-BUP/HK/2025 | 204/SK-BUP/HK/2025 | 204/SK-BUP/HK/ 2025
tentang Petunjuk tentang Petunjuk tentang Petunjuk tentang Petunjuk
Il?‘[enyempurnm : Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
eputusan Bupati Penyempurnaan Keputusan P
i . ia enyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
dengan memuat nisike Bupati dengan memuat risike : p : :
fiiid lehih fravd yang lsbih kemprehensil. Pengendahan Pengendalian Pengendalian Pengendahan
immprej hms sif Kecurangan Dalam Kecurangan Dalam Hecurangan Dalam Kecurangan Dalam
i Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Kenangan
Daerah dengan Daerah dengan Daerah dengan Daerah dengan
peraturan terkast peraturan terkait peraturan terkait peraturan terlat
penanganan risiko penanganan risiko penanganan risiko penanganan risiko
korupsi terbaru. korups terbanu. korupsi terbaru. korupsi terbana.
Ewvaluasgi kesesuaian
SK Bupati Kutai
Kartanegara No.:
Menyusun Manajemen M = o Mumt.un“g Pe.n?'f ! mmt.m-mg Pemmw Mommnng pe.m?rapm f-rt{:i: F?IEEJ{JI-EIEDZE
Risiko Fraud Tahun 2026 enyusun Manajemen Risiko Manajemen Risiko Manajemen Riziko Manajemen Risiko FalahasRar
pada level Pemda yang Fraud Talwun 2026 paﬂar level Fraud Tahun 2027 Fraud Tahun 2028 Franad Tahun 2029 ada Penyusunan Rencana
berisilan Risk Register Pmn_-:la yang ben?ukan Rl;k pnd_a. level Pem.da yang p-a.d_a_!evel Ff'emda yang levgl Pemda_ yang ndal;
Frand dilengkapi de Regizter Fraud dilengkapi berisikan Risk Register | berisikan Risk Register | berisikan Risk Register | - 8 Dalam
o Skt i dengan RTP Fraud dilenglkapi Fraud dilengkapi Fraud dilengkapi g i
RTP d RTP de BTP d RTP Pengelolaan Keuangan
engan ngan engan Daerah dengan
peraturan terkeait
penanganan risiko
korupsi terbara.
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TAHAP 1 TAHAF I TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
HNo. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Melalul cuadinct atin Melalmakan evaluas: Melakukan evaluas: Melalukan evaluas: Melalkukan evaluasi
Risk Register Fraud Melalulkan evaluasi atas Risk atas Risk Register atas Risk Register dan atas Risk Register dan atas Risk Register dan
‘Bl yang Regster Fraud vang telah Fraud vang telah RTP Fraud yang telah RTP Fraud yang telah RTP Fraud yang telah
telah disusun oleh { . : : 3
dustols disusun oleh perangkat deerah | disusun cleh perangkat | disusun oleh perangkat | disusun oleh perangkat | disusun oleh perangkat
perangkat dae daerah daerah daerah daerah
Menyusun pqdo-mﬂ._n ) Menyusun pedo pengawasen Menyusun paldmuap . Menyusun pqdoma.p | Menyusun pqdoma_n | Menyusun pgdmna_n )
pengawasan investigasi, omat ke PR e beri pengawasan investigasi, | pengawasan investigasi, | pengawasan investigasi, | pengawasan investigasi,
PKKN dan Pemberi = mmﬁ * ohi Pénd PKEN dan Pemberi PKEN dan Pemberi PKEN dan Pemberi PKKN dan Pemberi
Keterangan ahli & Keterangan ahli Keterangan ahli Keterangan ahli Keterangan ahli

Menetapkan SOP

Pengawasan Investigasi
sesual PermenpanRB

Menetapkan SOF Pengaswasan
Investigasi sesual PermenpanRB
No.26 Tahun 2020 tentang

evaluasi penerapan SOP

evaluasi penerapan S0P

evaluasi penerapan S0P

evaluasi penerapan SOP

No.26 Tahun 2020 Pemsnganin Pengadvisn Pengawasan Investigasi | Pengawasan Investigasi | Pengawasan Investigasi | Pengawasan Investigasi
tentang Penanganan Mas Joat
Pengaduan Masyarakat ¥

Pemantauan Pemantauan Pemantauan Pemantauan
Menetapkan mekanisme Wit ks Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
koordinasi dengan APH i-:m.rd.inI:.si denean APH mekanisme koordinas mekanisme koordinasi | mekanisme koordinasi | mekanisme koordinasi
(Kejaksaan, Kepolisian, e dengan AFH dengan APH dengan APH dengan APH

KPK)

(Kejaksaan, Kepolisian, KPK)

iKejaksaan, Kepolisian,
KPK]

{Kejaksaan, Kepolisian,
KPK)

(Kejaksaan, Kepelisian,
KPK)

(Kejaksaan, Kepolisian,
KPK)

Melakulkan pelatihan
pengawasan investigasi,
perhitungan kerugan
keuangan negara/dasrakh
serta mendorong
sertifikasi CFrA untuk
APIP Daerah

Melakukan pelatihan
pengawasan investigasi,
perhitungan kerugian keuangan
negara fdaerah serta mendorong
sertifikasi CFrA untuk APIP
Daerah

Melakukan pelatihan
PENgAWASAN investigasi,
perhitungan kerugian
keuangan
negaradaerah serta
mendorong sertifikasi
CFrA untuk APIP
Daerah

Melakukan pelatihan
pengawasan investigasi,
perhitungan kerugian
keuangan
negara/daerah serta
mendorong sertifikas:
CFrA untuk APIP
Daerah

Melakukan pelatihan
pengawasan investigasi,
perhitungan kerugian
keuangan

negara fdaerah serta
mendorong sertifikasi
CFrA untuk APIP
Daerah

Melakukan pelatihan
pengawasan investigasi,
perhitungan kemagian
keuangan
negara/daerah serta
mendorong sertifilkasi
CFrA untuk APIP
Daerah
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TAHAP 1 TAHAP I1 TAHAP I TAHAP IV TAHAP V
HNo. SASARAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i 3)
Monitoring pelaporan Monitoring pelaporan Monitoring pelaporan Monitoring pelaporan Monitoring pelaporan Momtoring pelaporan
pengelolaan risiko frand pengelolaan risiko fraud pengelolaan risiko fraud | pengelolaan risike fraud | pengelolaan risiko frand | pengelolaan risiko frawd
perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat dasrah perangkat daerah
4 Meningkatnya 1. APIP telah menyusun
HapnbiRi AL Easvioh T 1.Identifikasi dan Pooetensi dan " | 1- Memanfaatkan
pengembangan SDMAPIP | 1 4 nalisis jabatan dan uraian rekrutmen SDM telah | keahlian SDM jangka | Fengefamanyang = | 1. Pengembangan SDM
e st jabatan telah dilaksanakan dilaksanakan dan panjang yang selaras Etﬁ partisipasi pada ndil baé;
: . dan dievaluasi secara dievaluasi secara dengan rencana T 3
erImﬁl;Tmr::m berkelanjutan sesuai dengan berkelanputan sesual strategis organisasi En%mkizﬂ ?ﬂ;{:‘] glm‘g ]-m] bangan SDM
A o kebutuhan APIP dengan kebutuhan Inspektorat termasuk . &
grug;gusas: AFIF Talun SOM APIP Sialisls p duci Eikht:“m PENEAWASAT Inspektorat
strategl
pemenuhannya

2. Pengembangan SDM APIP
telah dilaksanakan dan
dievaluasi secara
berkelanjutan sesua dengan
kebutuhan organisasi AFIP
Tahun 2026

2. Pengembangan SDM
AFIP telah
dilaksanakan dan
dievalumsi secara
berkelanputan sesuai
dengan kebutuhan
orgamsasi APIP
Tahun 2027

2. Pengembangan SDM
AFIP telah
dilaksanakan dan
dievaluasi secara
berkelanutan zesuai
dengan kebutuhan
organisasi APIP
Tahun 2028

2. Pengembangan SDM
APIP telah
dilaksanakan dan
dievaluasi secara
berkelanjutan sesuai
dengan kebutuhan
orgamsas APIP
Tahun 2029

2. Pengembangan SDM
APIP telah
dilaksanakan dan
dievaluas: secara
berkelanjutan seauai
dengan kebutuhan
organizasi APIP
Tahun 2030
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TAHAP 1 TAHAF I TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi atas Aol Pelaksanaan 12) (3) (4 3)
Perencanaan dE:Trlbagi pengetahuan
FAn plmpinan
P foni PENZAWASATL . ;
ik Pro Perencanaan menggunakan profl Perencanaan KJ'LID penihal praktik
Perencanaan pengawasan | Perencanaan pengawasan L W O e isasi 2 i darihani kerja unggulan dan
dievaluasi secara disvaluasi secara berkelanjutan PRngX i gani PRApTES ; peningkatan kinerja
. secara berkelanpitan Inspektorat secara secara berkelanpitan
berkelanjutan tahun tahun 2026 ™ P . i untuk mendapatkan
2025 Tahun 2027 keseluruhan (Enterprise | Tahun 2029 dultungan peningkatan
Risk Management kegiatan pengawasan
IERM)) dan organisasi secara
berkelanjutan
1. Eanja dan RKA di
: RKA direvi reviu secara
f:::ﬂ:adl:?:rkelan?umnu ; ; berkelanmtan
Akuntabilitas dan it r atil Hasil evaluasi untuk memastikan
Manajemen Kinerja: TPt 2 PR o bt becickan o pelaksanaan anggaran bahwa kematan dan | 1. Sistemn
Sistem pelaksanaan APIP eli::'t PR Anggar A e mdi;.?sun APIP dipunakan sebagai Anggaran yang pelaksanaan
anggaran APIP telah b 1-::],951 L IR R :H'Iwimal'-:"ﬁ dasar perbaikan disusun tetap anggaran APIP telah
dievaluasi secara erielanjutan ﬂ;;?de‘jg; =3 perencanaan dan realistis dan akurat dievaluasi secara
berkelanjutan mempertimbangkan p-alfl-csmaan penode dengan : berkelanmtan
perubahan lingkungan berikutnya ;:er::pmbangka.n
strategis erubahan
e lingleungan
strategs
2. Peganjian 2. Hasil evaluasi
kinerja/SKP untuk pelaksanaan
seluruh individu di anggaran APIP
linglungan APIP digunakan sebagai
telah selaras dan dazar perbaikan
mendukung kinerja perencanaan dan
Pimpinan APIP pelaksanaan
periode bernloatnya
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TAHAFP 1 TAHAF I1 TAHAP III TAHAP IV TAHAFP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi ataz Aol Pelaksanaan 12) 13) i4) 3]

3. Sistem penguluran

]edul.ncnn te}a.h 3. Implementasi sistem

mwjuaa:i SHcara feacan kinsen
Dépelnagstin f;:hgimengh&siﬁcm
dalam mendukung perbail
panmpmanltujum pencapaian kinerja
serta mewujudkan I
akuntabilitas APIP

Budaya dan Hubungan

Organisasi: 1. Pola koordinasi dan APIP secara

et { : sistemn komunikasi Bardcalan

ot Eoraliasl, | I wern Am i internal APIP telah | APIP telah membagikan | PIERNES

internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan Partisipasi APIP dalan dievaluasi dan pexigetainsam dan Gl

PR R b SFEEET forum K/L/D telah dilakszanakan pengalaman tentang PEOgAT i 7

Sl t e zmmwﬂj Mimm”bu‘lf;n}: i dilaksanakan dan secara praktik terbaik dalam M“‘b:ﬁ;mﬁ;n

: i i berkelanjut i STy

rkcrptan Gaan | Ko yong ronsiel | o | bleleien, | | perarwasn e 4| s deng

mewujudkan budaya terhadap aktivitas pengawasan g budaya komunikasi P haruh Satker /OPD pihak lain terkait area

komunilkasi yang intern yang konstruktif sedurna / pengawasan tersebut

konstruktif terhadap terhadap aktivitas serta mengevaluasinya

aktivitas pengawasan pengawasan intern bt it b

intern

Tl




TAHAFP 1

TAHAF I1

TAHAP III

TAHAP IV

TAHAFP V

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Rekomendasi atas Aol

Pelaksanaan

12)

9

(]

3]

2. Laporan
aluntabilitas
kepada manajemen
E/L/D dievaluasi
PengEunaanmya
SECAra
berkelanjutan
untuk memastikan
informasi dalam
laporan telah
relevan dan tepat
guna, serta
dilakukan
perbaikan apahbila
diperiukan

3. Pemberian jasa

konsultas: telah
dilaksanakan
SECAra
berkelanjutan
{terinternalizasi)

4, Pedoman dan
pelaksanaan
pemberian jasa
konsultasi telah
dievaluas: dan
diseauaikan secara
terus menems

sesual kebutuhan
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TAHAP 1 TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rekomendasi atas Aol Pelaksanaan 2 i3) 4 i5)
A]:]Lnf:&n?garm PEngAWASAn Alokasi anggaran APIP telah i
telah dievaluasi secara elaksanak ivi
; pengawasan telah m an vitas s -
Struktur Tata Kelola: | berkelanjutan dengan dievaluasi secara pengawasan tanpa. 1. Kebijakan s pfp?;m‘m oleh
i hatikan sumber daya berkelanjutan mbatasan akses dan e iphesindeast e k=l

Alckaa suggsiaa e 3 i - pe : APIPdan K/L/D | standar telah dilakulan
pengawasan telah yang diperlukan u{lt_uk dlteta.p}mn melahu intervens: serta tadat dianraiin P T R L et ey
Aarnlinagi pecars melaksanakan aktivitas mekanisme /proses | dievaluasi secara R J
berkelanjutan dengan pengawasan intern (assurance yang Mransparan sesual | perlelanjutan
memperhatikan sumber dan consulting services) peraturan yang berlaku
daya vang diperlukan
untuk melaksanakan
aktivitas pengawasan

mtern (assurance dan
consulting services)

2, Kegiatan pelaporan
oleh Pimpinan APIP
sesuai standar
telah dilakukan
secara
berkelanputan

Peran dan Layanan:
Pedoman dan
pelaksanaan aadit
ketaatan telah dievaluas:
dan disesuailkan secara
teris menenis sesual

kebutuhan dan

perubahan lingkungan
strategis

Pedoman dan pelaksanasn audit
ketaatan telah dievaluaz dan
disesumban secara terus
menerus sesuai kebutuhan dan

perubahan linglungan strategis

Pemberian jasa
konsultas: telah
dilaksanakan secara
berkelanjutan
[terinternalisasi)

Aundit kinerja telah
dilaksanakan secara
berkelanjutan
[terinternalisas)

Audit ketaatan telah
dilaksanakan secara
berkelanpitan
(terinternalisasi)

1. Audit ketaatan telah
dilaksanakan
secara
berkelanjutan
[terinternalisasi)
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TAHAFP 1

TAHAF I1

TAHAP III

TAHAP IV

TAHAFP V

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Rekomendasi atas Aol

Pelaksanaan

12)

9

(]

3]

2. Audit ketaatan telah
menghasillan
kualitas
pengawasan yang
konsisten dan
berkelanjutan
dalam rangka
perbaikan GRC
{contoh: tidak
terdapat
permasalahan
berulang)

3. Pedoman dan
pelaksanaan audit
ketaatan telah
dievaluas: dan
disesuaikan secara
ferus menerus
sesual kebutuhan
dan perubahan
I.'ingkm'fgm
strategis
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3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029

Dalam melaksanakan tiga fokus utama (core business) dari Inspektorat
Daerah, yang merupakan fungsi pokok yang menjadi inti dari tugas dan
tanggung jawabnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
yaitu :

1. Fungsi Pengawasan (Audit Internal)

Melakukan penilaian secara independen dan objektif terhadap
pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah untuk memastikan
kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pengendalian, dan efisiensi
penggunaan sumber daya, melalui kegiatan utama wvaitu, Audit
kinerja, audit kepatuhan, dan audit dengan tujuan tertentu, Reviu
laporan keuangan, laporan kinerja, serta dokumen perencanaan dan
Evaluasi sistem pengendalian intern, dengan Tujuan Menjamin
terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.

2. Fungsi Pembinaan (Advisory & Consulting)

Memberikan bimbingan, pendampingan, dan konsultasi kepada
perangkat daerah agar dapat memahami serta menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan Kegiatan Utama
yaitu, Sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan internal,
Pendampingan penvusunan laporan kinerja atau SPIP, dan
Konsultasi manajerial untuk peningkatan kinerja OPD, vang
bertujuan

Mendorong perbaikan sistem dan kinerja perangkat daerah melalui
pendekatan kolaboratif, bukan hanya korektif.

3. Fungsi Pengendalian dan Pencegahan (Quality Assurance & Anti-

Coruption)

Menjaga agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip
integritas dan bebas dari penyimpangan, dengan Kegiatan Utama
yaitu Pemetaan dan mitigasi risiko korupsi, Pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan, dan Pengendalian mutu kegiatan pengawasan,
dengan tujuan menjamin keandalan sistem pengawasan internal dan

menumbuhkan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah.
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Dalam hal ini Inspektorat Daerah merumuskan arah kebijakan tahunan
yvang akan dilakukan, yang dapat dilihat pada tabel 3.3 teknik merumuskan
arah kebijakan Renstra yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.
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Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD KET
INSPEKTORAT DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5)
) Implementasi SPIP Terintegrasi di seluruh Penguatan mekanisme akuntabilitas | Peningkatan kualitas pengawasan
OPD sesuai pedoman Permendagri 19/2023 | pembangunan berbasis kinerja SPIP Terintegrasi
Penyusunan PKPT berbasis risiko sesuai Penyusunan Perencanaan — Peningkatan EfEktht.aS
2 NSPK pengawasan PP 12/2017 Penganggaran Terpadu pengawdasan daal revia
perencanaarn
Pelak dit berbasis risiko da i e ; ; ; ; ;
e ——— = 33.13 S Tata kelola adaptif, inovatif, dan Optimalisasi kolaborasi dan
3 | perencanaan (RKPD, Renja) mengacu pada : ; 3 :
NSPK kolaboratif berbasis pentahapan kemitraan strategis
Pen{ngka?;an kapahlllt:as ki I:ﬂElalm L Peningkatan kapasitas ASN dan tata | Penguatan kapabilitas APIP dan
4 | sertifikasi, dan coaching sesuai pedoman . :
BPKP kelola kelembagaan publik kualitas SDM pengawas
5 Penyelarasan SOP pengawasan sesuai Tata kelola adaptif, inovatif, dan Penyelarasan regulasi dan
regulasi teknis terbaru kolaboratif berbasis pentahapan penyesuaian SOP
6 Digitalisasi sistem pengawasan berbasis Digitalisasi Tayanan publik Transformasi digital dan

aplikasi (CCAM, ACM) sesuai NSPK

pemanfaatan teknologi
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi

pendukung bagi pelaksanaan urusan pemerintah daerah, khususnya pada

bidang pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

tersebut, Inspektorat Daerah mengampu 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Berikut ini adalah tabel 4.1 menjelaskan uraian program Inspektorat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4. 1 Uraian Program Inspektorat Daerah

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM

Meningkatnya nilai

Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

anggaran ataupun
proses dan

Kabupaten/Kota
Menurunnya Persentase Tindaklanjut
terjadinya Rekomendasi BPK Tahun
penyelewengan atau | Anggaran N-1 Program
penyimpangan, baik Penyelenggaraan
yang bersifat Pengawasan

Persentase Tindaklanjut
Rekomendasi APIP

pendampingan dan
asistensi

kewenangan

Persentase Perangkat
Meningkatnya Daerah yang menerima Program Perumusan
kualitas layanan perumusan Kebijakan,

kebijakan,
pendampingan dan
asistensi

Pendampingan dan
Asistensi
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4.2 Uraian Kegiatan

Masing-masing program tersebut di dukung oleh beberapa kegiatan

dengan jumlah total sebanyak 12 kegiatan, yaitu :

S Ol

Daerah;

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan; dan

12. Pendampingan dan Asistensi.

Berikut ini adalah tabel 4.2 menjelaskan uraian kegiatan Inspektorat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Inspektorat Daerah

OUTCOME OUTPUT INDIKATOR P:E:mﬂf
Meningkatnya Program
nilai Nilai SAKIP LSt gaiis
Akuntabilitas Potanghat SN
Kinerja Daerah Pemerintahan
Instansi Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
Tersusunnya
Dokumen Jumlah Perencanaan
Perencanaan, Dokumen Pengangg ara,n
Penganggaran, | Perencanaan, dan Bodluas
dan Evaluasi Penganggaran, e
Kinerja dan Evaluasi Perangkat
Perangkat Kinerja
Daerah
Jumlah Administrasi
Tersedianya Laporan Keuangan
Laporan Administrasi Perangkat
Administrasi Keuangan Daerah
Perangkat
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PROGRAM /

OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN
Keuangan yang | Daerah yang
Akuntabel Akuntabel
Tersedianya Jumlah
ZAporan SN Administrasi
Pengelolaan Laporan s
Barang Milik
dan Barang Milik
Daerah Pada
Penggunaan Daerah (BMD) Peranakat
Barang Milik pada Perangkat g
Daerah Daerah
Tersedianya Jumlah
Kebutuhan . .
L Dokumen Administrasi
Administrasi -
Retetaivabi Layanan Kepegawaian
Administrasi Perangkat
Parangleat Ke awaia
Daerah Peg £
Tersedianya Jumlah
Kebutuhan Layanan Administrasi
Administrasi Administrasi Umum
Umum Umum Perangkat
Perangkat perangkat Daerah
Daerah Daerah
Jumlah Unit
e Pengadaan
. Pengadaan 't
Tersedianya ¢ Barang Milik
Barang Milik
Pengadaan Daerah
Daerah
Kebutuhan — Penunjang
Barang Milik i i ng Urusan
Daerah . Pemerintah
Pemerintahan Daerak
Daerah
Jumlah Waktu
Tersedianya .
: Penyediaan Penyediaan Jasa
Penyediaan 7
Jasa Penunjang
Jasa Penunjang
PR Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan :
Da h Pemerintahan Daerah
era Daerah
Pemeliharaan
B Milik
Terlaksananya |Jumlah Unit CERING - JEER
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik R
Barang Milik Daerah yang ryang
Daerah dipelihara vRiean
Pemerintahan
Daerah
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PROGRAM /

OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN
Menurunnya Persentase
terjadinya Tindaklanjut
penyelewengan Rekomendasi
atau BPK Tahun
penyimpangan, Anggaran N-1 Program
baik yang Penyelenggaraan
bersifat Dassantase Pengawasan
Anggaran Tindaklanjut
ataupun proses Rekomendasi
dan APIP
kewenangan
Terselenggaran reyeentass Penyelenggaraan
Tindaklanjut
ya Pengawasan Pengawasan
Internal Hekomendas Internal
APIP
Jumlah
Terselenggaran | Laporan Penyelenggaraan
ya Pengawasan | Penyelenggaraa | Pengawasan
dengan Tujuan | n Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu dengan Tujuan | Tertentu
tertentu
Persentase
Perangkat
Maninginiays Daerah yang Program
Sinlitan menerima PerTnusan
layanan Kebijakan,
pendampingan
dan Aslabaisi perumusan Pendampingan
kebijakan, dan Asistensi
pendampingan
dan asistensi
Jumlah
Tersedianya Laporan
Rumusan Ikhtisar Perumusan
Kebijakan Perumusan Kebijakan
Teknis di Kebijakan Teknis di Bidang
Bidang Teknis di Pengawasan dan
Pengawasan Bidang Fasilitasi
dan Fasilitasi Pengawasan Pengawasan
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
Jumlah
;‘:;Zl::?ﬂng: Perangkat Pendampingan
_‘P ng z Daerah yang dan Asistensi
dan Asistensi diladeiikcin
pendampingan,

31




PROGRAM /

OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN

asistensi,
verifikasi, dan
penilaian
Urusan
Pemerintah
Daerah

4.3 Uraian Subkegiatan

Berikut ini adalah rencana program dan kegiatan yang diampu oleh
Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2025-2029 sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah vang akan dijabarkan pada Tabel 4.3
dan Tabel 4.4.

Untuk data pagn anggaran tahun pertama menggunakan pagu rata-rata
pada 3 (tiga) tahun terakhir. Inspektorat Daerah diamanatkan dalam
Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam rangka
penguatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dialokasikan anggaran
pengawasan sebesar 0,50% dari total belanja daerah jika total belanja daerah

di atas Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
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Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Renstra Inspektorat Daerah

AV DAl PROGRAM/
SAGARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
BRSSO KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2] (3 (4) (5) (6} (7) (8)
Meningkatnya
kualitas . . . - .
pelayanan
publik
Meningkatkan Maturita
pengendalian P:nyer;eu;gam
Hare an Sistem
PeRgeinaan Pengendalian
penggunaan Intern
anggaran =
daerah dalam g;l;;mm,l
pembangunan
Meningkatnya
rniensan Nilai Maturitas
pengendalian

intern
pemerintahan

SPIP Pemda
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NSPK DAN

SASARAN L ROGRANY
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Meningkatnya
mitigasi risiko Nilai Manajemen
dalam Risiko Indeks
pelaksanaan (MRI)
penganggaran
Meningkatnya
pengendalian Indeks
korupsi pada Efektivitas
lingkup Pengendalian
pemerintah Korupsi (IEPK)
daerah
L Nilai Kapabilitas
Kapabilitas APIP
APIP
Meningkatnya Program
nilai SAKI Penunjang
Akuntabilitas gﬂﬂ::'n gkatP Urusan
Kinerja Daerah Pemerintahan
Instansi Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) i2) (3) () (5} (6) (7) (8)
Tersusunnya
Dokumen Jumlah
Perencanaan,
Perencanaan, Dokumen
Penganggaran
Penganggaran, | Perencanaan,
dan Evaluasi
dan Evaluasi Penganggaran,
Kinerja
Kinerja dan Evaluasi Peranakat
Perangkat Kinerja e
Daerah
Tersusunnya Jumlah Penyusunan
Dokumen Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Perangkat Perangkat Perangkat
Daerah Daerah Daerah
: Jumlah Laporan
Tersedianya : R
; Capalan Kinerja
Laporan Capaian A
gE dan Ikhtisar o
Kinerja dan . .- . | Koordinasi dan
: . . | Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Penyusunan
T SKPD dan ‘
Kinerja SKPD ; Laporan Capaian
Laporan Hasil B
dan Laporan Koordinasi Kinerja dan
Hasil Koordinasi | 00 70" Ikhtisar Realisasi
Penyusunan et Kinerja SKPD
: Laporan
Laporan Capaian ; i
Kineria dan Capalan Kinerja
dan Ikhtisar
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Ikhtisar Realisasi | Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD
Terlaksenanya | Jumlah Laporan | g og; ginerja
Evaluasi Kinerja | Evaluasi Kinerja
Perangkat
Perangkat Perangkat Diitrath
Daerah Daerah
Jumlah
Terselenggaranya | Dokumen Hasil | Penyelenggaraan
Walidata Penyelenggaraan | Walidata
Pendukung Walidata Pendukung
Statistik Sektoral | Pendukung Statistik Sektoral
Daerah Statistik Daerah
Sektoral Daerah
Terlaksananya Jumlah Berita Pelaksanaan
Forum Perangkat | Acara Hasil Forum Perangkat
Daerah Forum Daerah
Berdasarkan Perangkat Berdasarkan
Bidang Urusan Daerah Bidang Urusan
yang Diampu Berdasarkan yvang Diampu
dalam Rangka Bidang Urusan | dalam Rangka
Penyusunan yang Diampu Penyusunan
Dokumen dalam Rangka Dokumen
Perencanaan Penyusunan Perencanaan
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NSPK DAN

SASARAN TROGRAMN/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Perangkat Dokumen Perangkat
Daerah Perencanaan Daerah
Perangkat
Daerah
Jumlah
Tersedianya Laporan ;
Laporan Administrasi ;{:anism
Administrasi Keuangan g
Perangkat
Keuangan yang | Perangkat Daeral
Akuntabel Daerah yang
Akuntabel
Tersedianya Gaji Jum]il; Gr?.ng p di Gaii
dan Turin yang Menerima enyediaan Gaji
ASN & Gaji dan dan Tunjangan
Tunjangan ASN
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NSPK DAN

SASARAN OGkAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
']E:_rsedianya Jumlah Laporan
porarn ;
K Akhi Keuangan Akhir
eHangan T | Tahun SKPD Koordinasi dan
Tahun SKPD dan
: : dan Laporan Penyusunan
Laporan Hasil ; L~
; ; Hasil Koordinasi | Laporan
Koordinasi ;
Denyusunan Penyusunan Keuangan Akhir
Laporan Tahun SKFPD
Laporan .
; Keuangan Akhir
Keuangan Akhir | p.p 00 SKPD
Tahun SKPD
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Tersedianya Jumlah Laporan
Keuangan
Laporan
Keuangan El.lﬂan]anf
Bulanan/Triwula T a / Koordinasi dan
Semesteran
nan/Semesteran Penyusunan
SKPD dan
SKPD dan Laporan
Laporan
Laporan Koordinasi Keuangan
Koordinasi A Bulanan/
Penyusunan :
Penyusunan Triwulanan/
Laporan
Laporan el Semesteran
Keuangan g SKPD
) Bulanan/
Bulanan/Triwula .
Triwulan,/
nan/Semesteran
SKPD Semesteran
SKPD
Tersedianya Jumlah P
Dokumen Dokumen o
Pelaporan dan
Pelaporan dan Pelaporan dan S
G i Analisis
Analisis Analisis ;
; ; : Prognosis
Prognosis Prognosis Realisasi
Realisasi Realisasi AT G
Anggaran Anggaran Eg
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Jumlah
Tersedian
Laporan = el
Pangalolidn Laporan Administrasi
A Barang Milik Barang Milik
Penggunaan Daerah (BMD) Daerah Pada
pada Perangkat
Barang Milik
Daerah rerangkdt
Daerah
Tersedianya Jumlah FPenyusunan
Rencana Rencana Perencanaan
Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Barang Milik Barang Milik Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD

Tersedianya
Laporan Hasil
Penilaian Barang
Milik Daerah dan
Hasil Koordinasi
Penilaian Barang
Milik Daerah
SKFPD

Jumlah Laporan
Hasil Penilaian
Barang Milik
Daerah dan
Hasil Koordinasi
Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD

Koordinasi dan
Penilaian Barang
Milik Daerah
SKPD
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NSPK DAN

SASARAN L ROGRANY
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Terlaksgyai::ya Jumlah‘ ].“&Ffomn Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan | Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Penyusunan Penyusunan
Laporan Barang
Laporan Barang Laporan Barang Milik Daerah
Milik Daerah Milik Daerah ada SKPD
pada SKPD pada SKPD =
;z;fd‘,“"f Jumlah
\ Dokumen Administrasi
Administrasi
RN Layanan Kepegawaian
Bege: Administrasi | Perangkat
Perangkat Kepegawaian
Daerah g
Tersedianya Jumlah paket Pengadaan
Pakaian Dinas pakaian dinas Pakaian Dinas
beserta Atribut beserta atribut Beserta Atribut
Kelengkapan kelengkapannya | Kelengkapan
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Terlaksananya Jumlah Pegawai iz
Pendidikan dan Berdasarkan Pendfdlkan fan
i Pelatihan
Pelatihan Tugas dan s
Pegawai Fungsi yang Prgawa
: T Berdasarkan
Berdasarkan Mengikuti Tueas d
Tugas dan Pendidikan dan Fugas' Ak
Fungsi Pelatihan e
Jumlah Orang
Terleksananya | .\ Menpikuti | Sosialisasi
Sosialisasi S,
Sosialisasi Peraturan
Peraturan
Peraturan Perundang-
Perundang-
Perundang- undangan
undangan
undangan
Jumlah Orang
T?ﬂg].(sgnan}r& yang Mengikuti | Bimbingan
Bimbingan SR :
: Bimbingan Teknis
Teknis p ,
i Teknis Implementasi
Implementasi .
Implementasi Peraturan
Peraturan
Peraturan Perundang-
Perundang-
Perundang- undangan
undangan
undangan
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Tersedianya Jumlah
Kebutuhan Layanan Administrasi
Administrasi Administrasi Umum
Umum Umum Perangkat
Perangkat perangkat Daerah
Daerah Daerah
Tersedianya Jumlah Paket Penyediaan
Komponen
Komponen T Komponen
; Instalasi Listrik :
Instalasi i Herserar: Instalasi
Listrik/Penerang Ban nangan Listrik/Penerang
an Bangunan gu an Bangunan
Kantor Santor yang Kantor
Disediakan
Tersedianya Jumiah Pakct Penyediaan
Peralatan dan
Peralatan dan Tedlengh Peralatan dan
Perlengkapan s g Perlengkapan
Kantor heniior JAug Kantor
Disediakan
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NSPK DAN

SASARAN L ROGRANY
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Tersedianya ;";Lnlahia}{?k Penyediaan
Bahan Logistik g Bahan Logistik
Kantor RAnior YRS Kantor
Disediakan
Tersedianya ;umlah g:i;:an Penyediaan
Barang Cetakan e & Barang Cetakan
dan dan
Penggandaan Fetiggandaan Penggandaan
yang Disediakan
Teilalisenanya Jumlah Laporan
Pasipelenztarasss Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
Rapat Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi

: Koordinasi dan dan Konsultasi

dan Konsultasi i
SKPD Konsultasi SKPD

SKFPD

Jumlah
Terlakrananyn Dolkumen Penatausahaan
Penatansahaan ah o di :
AN S Penatausahaan | Arsip dinamis

da SKPD Arsip Dinamis pada SKPD

e pada SKPD
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NSPK DAN

SASARAN EROORAN]
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
HRIMID TANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) 2) (3) (4) (o) (6) (7) (8)
Jumlah Unit Pengadaan
Tersedianya P; e Milik Barang Milik
Pengadaan g Daerah
Daerah
Kebutuhan ) Penunjang
- Penunjang
Barang Milik Urusan
Urusan
Daerah ; Pemerintah
Pemerintahan D p
Daerah
Tersedianya e Gt Pengadaan
Kendaraan
Kendaraan Kendaraan
Perorangan
Perorangan 3 Perorangan
% Dinas atau :
Dinas atau Dinas atau
3 Kendaraan :
Kendaraan Dinas : Kendaraan Dinas
Jabatan Dinas Jabatan Jabatan
yang Disediakan
Jumlah Unit
Tersedianya Kendaraan Pengadaan
Kendaraan Dinas | Dinas Kendaraan Dinas

Operasional atau

Operasional

Operasional atau

Lapangan atau Lapangan Lapangan
yang Disediakan
T — Jumlah Paket
Y Mebel yang Pengadaan Mebel
Mebel ST
disediakan
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) i2) (3) () (5} (6) (7) (8)
: Jumlah Unit
Tersedianya Pengadaan
Gedung Kantor Sedurg Remioy Gedung Kantor
atau Bangunan
atau Bangunan : atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang Lainnya
Disediakan
Tersedianya eIl Pengadaan
Sarana dan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana renanang Prasarana
Gedung Kantor Seclung Kantor Gedung Kantor
atau Bangunan
atau Bangunan 2 atau Bangunan
Lainnya Ledimya yang Lainnya
Disediakan
- Jumlah Waktu
Tard oot Penyediaan Penyediaan
Penyediaan
Jasa Jasa Penunjang
Jasa Penunjang
Penunjang Urusan
Urusan
Poi it Urusan Pemerintahan
Pemerintahan | Daerah
Daerah
Daerah
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Jumlah Laporan

Tersedianya Jasa | Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa
Komunikasi, Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Air | Sumber Daya Sumber Daya Air
dan Listrik Air dan Listrik dan Listrik

yang Disediakan

Tersedianya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
yvang Disediakan

Penvediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Unit
Barang Milik
Daerah yang
dipelihara

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
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NSPK DAN

SASARAN PROCRAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) 2) (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Tersec!mnya Jasa Tralaly Penj,ra-fhaan Jasa
Pemeliharaan, Pemeliharaan,
: Kendaraan g
Biaya Perorangan Biaya
Pemeliharaan Di tg Pemeliharaan,
dan Pajak AR Dan Pajak
Kendaraan
Kendaraan j Kendaraan
Dinas Jabatan
Perorangan Divelhinia Perorangan
Dinas atau TRl Dinas atau

Kendaraan Dinas

dan Dibayarkan

Kendaraan Dinas

Jabatan i Jabatan
Tersedianya Jasa | Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Kendaraan Pemeliharaan,
Biaya Dinas Biaya
Pemeliharaan, Operasional Pemeliharaan,
Pajak dan atau Lapangan | Pajak dan
Perizinan yvang Dipelihara | Perijinan
Kendaraan Dinas | dan Dibayarkan | Kendaraan Dinas
Operasional atau | pajak dan Operasional atau
Lapangan Perijinannya Lapangan
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Terlak_sanany& Jumlah Gedung Bamaiiiarini e
Pemeliharaan/Re | Kantor dan T
e habilitasi
habilitasi Bangunan
: Gedung Kantor
Gedung Kantor Lainnya yang
T dan Bangunan
dan Bangunan Dipelihara / Lainnva
Lainnya Direhabilitasi Y
Terlak‘sananya Jumlah Sarana Peaclifraaniie
Pemeliharaan/Re | dan Prasarana habilitasi S %
habilitasi Sarana | Gedung kantor
dan Prasarana
dan Prasarana atau Bangunan
: Gedung Kantor
Gedung Kantor Lainnya yang
e atau Bangunan
atau Bangunan | Dipelihara Laioivs
Lainnya /Direhabilitasi Y
Menurunnya Persentase
terjadinya Tindaklanjut Program
penyelewengan Rekomendasi Penyelenggaraan
atau BPK Tahun Pengawasan
penyimpangan, Anggaran N-1
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
baik yang
bersifat Persentase
anggaran Tindnklanjut
ataupun proses Rekomendasi
dan AFPIP
kewenangan
Tersele aran ERERRH Penyel araa
ngg Tindaklanjut Aysenagg
ya Pengawasan ; : n Pengawasan
Internal e e Internal
APIP
';erlaksanany& Jumlah Laporan | Pengawasan
engawasar " . r
ik Hasil Kinerja
Kinerja ;
; Pengawasan Pemerintah
Pemerintah Kinerja Daerah
Daerah L
Terlaksananya Jun‘?]ah Laporan
Hasil Pengawasan
Pengawasan
Pengawasan Keuangan
Keuangan :
Bermesintah Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Daerah
Terlaksananya Jumlah Laporan

Reviu Laporan
Kinerja

Hasil Reviu
Laporan Kinerja

Reviu Laporan
Kinerja
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG GIATAN/S
RELEVAN
(1) i2) (3) ) 5] 5 = =
Terlakssnanya |9 W.A0 Laporan _
. Hasil Reviu Eeviu Laporan
Reviu Laporan
Keuangan Laporan Keuangan
Keuangan
Terlaksananya Jum]ah Laporan
Hasil Pengawasan
Pengawasan
Pengawasan Desa
Desa
Desa
Jumlah
Ter!aksanan}r& et T
Kerja Sama
Pengawasan Pengawasan
Pengawasan
Internal Internal yang Internal
Terbentuk
Jumlah Monitoring dan
;Eiﬁiaz}; Dokumen Hasil | Evaluasi Tindak
T '[%m il Monitoring dan | Lanjut Hasil
Laniut Hasil Evaluasi Tindak | Pemeriksaan
Pen-lleﬁksaan Lanjut Hasil BPK Rl dan
Pemeriksaan Tindak Lanjut
BPK RI dan Hasil
Tindak Lanjut | DFr 4 dan .
. 2 Tindak Lanjut | Pemeriksaan
i Hasil APIP
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NSPK DAN

SASARAN TROGRAMN/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) 2) (3 (4) (5) (6) (7) (8)

Pemeriksaan Pemeriksaan
AFIP APIP

Jumlah

Laporan
Terselenggaran p Penyelenggaraa
ya Pengawasan it Fonggara n Pengawasan
dengan Tujuan dengan Tujuan
Tertentu P'mgamm.n Tertentu

dengan Tujuan

tertentu

: Jumlah Laporan
Tertangan.m}ra Penyelesaian Penangan:an
Penyelesaian : Penyelesaian
5 Kerugian .
Kerugian Negara/Daeciah Kerugian
Negara/Daerah g Ditanigan Negara/Daerah
Teralisanatia Julr}lah Laporan
E Hasil Pengawasan
. Pengawasan Dengan Tujuan

Dengan Tujuan :

Dengan Tujuan | Tertentu
Tertentu

Tertentu
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RO D TANN KEGIATAN
RELEVAN
(1) i2) (3) () (5} (6) (7) (8)
Persentase
Perangkat
Mentaskiative Daﬂra.lf yang Program
menerima Perumusan
kualitas
layanan Kebijakan,
pendampingan
dan aslateinal perumusan Pendampingan
kebijakan, dan Asistensi
pendampingan
dan asistensi
Jumlah
Tersedianya Laporan Perumusan
Rumusan Ikhtisar
24 Kebijakan
Kebijakan Perumusan
Teknis di
Teknis di Kebijakan Bidan
Bidang Teknis di 9
Pengawasan Bidang Penga e
; 2 dan Fasilitasi
dan Fasilitasi Pengawasan P
Pengawasan dan Fasilitasi asgaenn
Pengawasan
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) i2) (3) () (5} (6) (7) (8)
Tersusunnya L
it . | Rekomendasi Perumusan
gfh”aka” TS | kebiakan Kebijakan Teknis
: Teknis di Bidang | di Bidang
Bidang
Pengawasan Pengawasan
Pengawasan :
yang Disusun
Jumlah
Tersusunnya Rekomendasi Perumusan
Kebijakan Teknis | Kebijakan Kebijakan Teknis
di Teknis di Bidang | di Bidang
Bidang Fasilitasi | Fasilitasi Fasilitasi
Pengawasan Pengawasan Pengawasan

yang Disusun
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
dilakukan
Terlaksananya | pendampingan, Pendampinga
Pendampingan | asistensi, o Aoy
dan Asistensi verifikasi, dan
penilaian
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah
Perangkat
Terlaksananya Daerah yang Pendampingan
Pendampingan, Dilakukan dan Asistensi
Asistensi Urusan | Pendampingan | Urusan
Pemerintahan dan Asistensi Pemerintahan
Daerah Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah
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NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB | KET
BECHD LA KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3] (4) () (6) (7) (8
Jumlah
Terlaksananya CAE ghkat d ;
Pendampingan Daerah yang Pendampingan,
; : : Dilakukan Asistensi,
PBIEREl Pendampingan, | Verifikasi dan
Verifikasi, dan ; pingan, o
Penilai ? Asistensi, Penilaian
Rzgmar;i Verifikasi dan Reformasi
: e Penilaian Birokrasi
Birokrasi .
Reformasi
Birokrasi
Terlaksananya Jun‘l o
: ; Kegiatan Koordinasi,
Koordinasi, : ; mE
e Koordinasi, Monitoring dan
Monitoring dan A ;
; Menitoring dan | Evaluasi serta
Evaluasi serta : : :
5 : Evaluasi Serta Verifikasi
Verifikasi : ;
Verifikasi Pencegahan dan
Pencegahan dan
Pencegahan dan | Pemberantasan
Pemberantasan :
; Pemberantasan | Korupsi
Korupsi :
Korupsi

106



NSPK DAN

SASARAN FROGEAM/
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG KEGIATAN
RELEVAN
(1) (2 (3) (4) (5} (6) (7) (8)
Jumlah
Perangkat
';erlsksal'{anya Daerah yang Pendampingan,
encampingan, | njakukan Asistensi dan
Asistensi dan : ; -
3 ; Pendampingan, | Verifikasi
Verifikasi { :
Asistensi dan Penegakan
Penegakan 7 g :
. Verifikasi Integritas
Integritas
Penegakan
Integritas
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Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

TARGET DAN PAGU INDMHATIF TAHUN

PUEMANES IR BASELINE
FRCCIRA MY INDIRATOR SATUAN | TAMUN B2 Qo2 20T 2008 2009 2030
HEGIATAN 2004 KET
AR BRGIATAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGH TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (] i3} 4 i s i I8l 2 20y {21} (k] {13) {14 15 {181 7
Penumjang Unsam
Pemerintahan Hilsd SANIP i Hilai Te23d s MMATAI0IEE | TE99 ITETRIAT.BOT | TRTA | FT.ET40TEEAT. G | TS0 | 2T.EEA.G4GG00.2D | TO25 | 29T LAT4.T2E841 8001 | ILTI0.115.639,31
Draerah Peranglat
Eabupaten/Hota
Per Fuimelah Dok Eepala Sud,
Perencanaan, Bagian Umim,
dan Bl Permganggaran, Dokumen B Iz 0. 000, 000 & S50, OO, DN & SO0, D00, Do ¥ AS0000. 000 T 450, 0000 r AS0.000.000 | Hetateloksono
? dan Evalwasi an dan
Peranghkat Kinwrfo Kepegmeaian
Hepala Sub
——— - JAemiah Bokumen Bagian Unzam,
F— Peremenuzan Dredoursen 5 3 S50 00 00D F4 130 000 000 2 R0 Q00 SO0 & 130000 S0 -4 10000 OO0 & 150000000 | Ketasalakannasn
peranghat doerah reinglat Daenh das 3
Hepegamminmn
JArmiah Laporan
Copeaan Krena
dan Fchitsar
Kbornas dan Peakisast Kner 5 aub
e aian | SPD dan Laporan Bogian Umum,
s i Hazil Keordmas Laporan @ i 50000000 I 50000000 H S0000. 000 H SO000. 000 Fi F0.000 GO0 I FOe00000 | Ket
A e dnsn
Tkhtisar Realisass
Kineria SIKFD mﬂip&m Hepegamraunmn
Trimsar Real s
Kirena SKFD
Kepala Sk
—ar - Jumiah Laperar Bagan Uz,
n 7 3 Evpluasi Kineta Layparan E} 3 T30 000000 = 200 000 000 2 150000000 2 30000000 & 150,000 000 = 130000000 | Ket
Peranghoat Perangiat Daerah dan
Kepegawaunn
Jumdah Dokumen
Penyelenggrman Hasl Kepala, Sub
Wakdatn mgnmaﬂ Bagiagn Umam,
Peruduinarg ¥ Doy @ 2 50000000 I 50,000,000 2 50000000 I 0000000 | F 50000 000 I 30000000 | Ketatnlnksnnssn
Smatistk Sekdoral Pendukung dan
Dacmh Bohstk Scktoral Kepeganyauasu
Dgerad
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TARGET DAN PAGU INTMHATIF TAHUN

EDARG URUSAN S
PROGRAM/ PERRELIN:
KEGIATAN/ INEHATOR SATUAN TAHUN e Lo 1] ol el 2029 o Ho
aad KET
SUH KEGIATAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 =) 13 L &2 ] 17 & e (E] {21} {12 113 {14} {15 {18} is]
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4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut adalah daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang akan dijabarkan
pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS

EKETERANGAN

(1)

(2)

3

(4]

=

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Program

Penyelenggaraan
Pengawasan

Menurunnya terjadinya penyelewengan atau
penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun
proses dan kewenangan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan Keuangan Pemerintah
Daerah
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS

EETERANGAN

Reviu Laporan Kinerja

Reviu Laporan Keuangan

Pengawasan Desa

Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan
Hebijakan,
Pendampingan dan
Asistensi

Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi

Pendampingan dan Asistensi

Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemenntahan Daerah

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan
Penilaian Reformasi Birokrasi

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
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4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
mempunyai fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai ukuran kinerja strategis yang secara
langsung mencerminkan upaya Inspektorat dalam menjalankan peran
pengawasan internal, pembinaan tata kelola, serta penjaminan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. KU disusun untuk mengukur
capaian hasil pengawasan Inspektorat dalam mendukung terwujudnya
pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan berintegritas, serta selaras
dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025-2029 pada Misi ketiga yaitu, Terbaik dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur sipil negara

Pada dalam tabel 4.6 berikut adalah indikator kinerja utama Inspektorat
daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

Baseline Target Tahun
No. Indikator Satuan| Tahun Ket
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Nilai
1 Maturitas Milai 3371 | 3,433 | 3,493 | 3,553 | 3,583 | 3,643 | 3,643
SPIP Pemda
Manajemen s
2 Risiko Milai 3,400 | 3,460 | 3,520 | 3,580 | 3,620 | 3,650 | 3,675
Indeks (MRI)
Indeks
Efektivitas —
3 | pengendalian| Nilai | 2,856 |2,885 2,914 | 2,942 | 2,971 | 3,000 | 3,100
Korupsi
(IEPK)
Nilai
4 | Kapabilitas Nilai 3,000 (3,000 | 3,090 | 3,125 | 3,150 | 3,245 | 3,275
APIP

120




Berikut penjelasan dari masing-masing Indikator :

1. Nilai Maturitas SPIP Pemda.
Indikator Nilai Maturitas SPIP Pemda digunakan untuk mengukur tingkat
efektivitas penerapan pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara secara menyeluruh. Baseline tahun 2024 sebesar 3,371
menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah berada pada level
terdefinisi, namun masih memerlukan penguatan konsistensi dan integrasi
pada seluruh perangkat daerah.
Target kinerja tahun 2025 sampai dengan 2029 ditetapkan meningkat
secara bertahap hingga mencapai nilai 3,643, yang mencerminkan
komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian intern
sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Capaian ini
dipertahankan hingga tahun 2030 sebagai bentuk kesinambungan
kebijakan dan stabilitas sistem pengendalian intern dalam jangka
menengah.

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Manajemen Risiko Indeks merupakan indikator yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Baseline tahun 2024 sebesar
3,400 menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan,
namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan.
Target MRI ditingkatkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029
menjadi 3,650, dan berlanjut hingga 3,675 pada tahun 2030. Peningkatan
ini diarahkan untuk memperkuat budaya sadar risiko, meningkatkan
kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, serta mendorong integrasi
manajemen risiko dengan SPIP dan sistem perencanaan kinerja daerah.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Indeks Efektivitas Pengendalian Keorupsi digunakan untuk mengukur
efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara. Baseline tahun 2024 sebesar 2,856
menunjukkan bahwa upaya pengendalian korupsi telah dilakukan, namun
masih memerlukan penguatan secara sistematis dan berkelanjutan.
Target IEPK ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 3,000
pada periode Renstra 2029 dan 3,100 pada tahun 2030. Peningkatan ini
mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran

Inspektorat sebagai penggerak pencegahan korupsi melalui pengawasan
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tematik, pembinaan pengendalian gratifikasi, dan penguatan integritas
aparatur.
4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Nilai Kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kematangan fungsi
pengawasan internal dalam memberikan layanan pengawasan vyang
profesional dan independen. Baseline tahun 2024 sebesar 3,000
menunjukkan bahwa APIP berada pada Level 3 (Delivered).

Target peningkatan kapabilitas APIP ditetapkan secara bertahap hingga
mencapai 3,245 pada tahun 2029 dan 3,275 pada tahun 2030.
Peningkatan ini diarahkan pada penguatan kompetensi SDM pengawasan,
perbaikan proses bisnis pengawasan, serta peningkatan peran APIP

sebagai mitra strategis kepala daerah dalam pengambilan keputusan.

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKEK) Inspektorat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan
intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya
dituntut untuk mencapai kinerja strategis jangka menengah, tetapi juga
memastikan bahwa proses pengawasan, pembinaan, dan pengendalian
berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan sebagai
indikator pendukung vang menggambarkan kinerja utama Inspektorat secara
lebih operasional dan spesifik. IKK digunakan untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan fungsi pengawasan intern, pembinaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), penguatan kapabilitas APIP, penerapan manajemen
risiko, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penetapan IKK ini dimaksudkan
untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pada dalam tabel 4.7 berikut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Inspektorat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
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Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci

Baseline Target Tahun
No Indikator Satuan | Tahun Ket
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1) 2 (3) 4 (5] (6 (7 (5] 19) (10} (11
Termasuk
Nilai Maturitas| Nilai i IKU
Qe g (.5 | 3371 [3,433|3,493|3,553 3,583 3,643 |3,643 Persiiplkit
Daerah
M| —
2 | Kapabilitas val | 3000 |3,000|3,000|3,125|3,150|3,245|3,275
APIP (1-5) Peranghkat
Daerah
, Termasuk
Manajemen Nilai IKU
3 | Risiko Indeks 3,400 |3,460|3,520| 3,580 |3,620|3,650 3,675
(MRI) (1-3) Perangkat
Daerah
Tindaldanjut
Rekomendasi
4 BPK Tahun Persen | 90.11 90.11 (90.20 | 90.30 | 90.40 | 90.50 | 90.50
Anggaran N-1

Berikut penjelasan dari masing-masing Indikator :

1. Nilai Maturitas SPIP Pemda

Sebagai indikator kinerja kuneci, Nilai Maturitas SPIP Pemnda digunakan
unfuk memastikan bahwa peningkatan pengendalian intern tidak hanya
bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas tata
kelola pemerintahan daerah. Target peningkatan nilai SPIP dari tahun ke
tahun mencerminkan konsistensi kebijakan pembinaan dan pengawasan

Inspektorat terhadap seluruh perangkat daerah.

. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas
pengawasan secara efektif, yang mencakup kapasitas, kewenangan, dan
kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP.
Penilaian kapabilitas APIP bertujuan untuk mengukur kematangan fungsi
pengawasarn, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas
APIP agar dapat mewujudkan perannya dalam tata kelola pemerintahan
yvang baik, transparan, dan akuntabel.

Indikator Nilai Kapabilitas APIP sebagai IKK menegaskan pentingnya
peningkatan kualitas fungsi pengawasan internal. Peningkatan nilai

kapabilitas APIP menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah semakin mampu
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memberikan layanan assurance dan consulting yang bernilai tambah dalam
mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Baseline tahun 2024 sebesar 3,000 dipertahankan dan ditingkatkan secara
bertahap hingga mencapai 3,275 pada akhir periode Renstra dan berlanjut
hingga tahun 2030.

. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai indikator kunci menggambarkan
tingkat kematangan pengelolaan risiko pada perangkat daerah. Target
peningkatan indeks ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dikelola
dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga mampu meminimalkan
potensi kegagalan pencapaian sasaran.

Baseline tahun 2024 sebesar 3,400 dipertahankan dan ditingkatkan secara
bertahap hingga mencapai 3,675 pada akhir periode Renstra dan berlanjut
hingga tahun 2030.

. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
Indikator persentase tindak lanjut rekomendasi BPK digunakan untuk
mengukur tingkat kepatuhan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal. Baseline tahun 2024 sebesar
90,1 1% dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai
90,50% pada akhir periode Renstra dan berlanjut hingga tahun 2030.
Penetapan target ini menekankan pada peningkatan kualitas penyelesaian
rekomendasi, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan kinerja

pemerintah daerah.
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BAB YV
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini merupakan langkah awal dalam
menyusun perencanaan strategis yang berfokus pada peningkatan efektivitas
dan efisiensi fungsi pengawasan. Dokumen ini mencakup analisis tugas,
permasalahan, isu strategis, serta strategi dan arah kebijakan untuk
mendukung tata kelola pemerintahan vang baik dan bersih.

Tujuan utama Inspektorat Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029
adalah meningkatkan kinerja pengawasan internal, yang mendukung
pencapaian tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan efisien.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Derah menetapkan beberapa
sasaran strategis, vaitu peningkatan penyelenggaraan SPIP, peningkatan
kualitas manajemen risiko, peningkatan efektivitas pengendalian korupsi,
dan penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Capaian kinerja Inspektorat Daerah selama periode sebelumnya menjadi
dasar penyusunan indikator untuk periode 2025-2029. Berikut ini adalah
ringkasan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah untuk periode 2022-2024
untuk masing-masing indikator :

1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI:

Capaian tahun 2024 sebesar 90,11%, melampaui target 82%.

2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP: Capaian

tahun 2024 sebesar 82,69%, melampaui target 74%.

3. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti:

Capaian tahun 2024 sebesar 100%, melampaui target 94%.

4. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Konsisten
pada nilai 3, sesuai target.

Capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Inspektorat Daerah
dalam mengatasi tantangan operasional, termasuk cakupan pengawasan dan
respons terhadap pengaduan prioritas. Sementara indikator kinerja
Inspektorat Daerah yvang telah ditetapkan untuk periode tahun 2025-2029
adalah (1) Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pemda, (2) Nilai Manajemen
Risiko Indeks, (3) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan (4) Nilai
Kapabilitas APIP.
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Strategi baru yvang diterapkan oleh Inspektorat Daerah untuk mencapai

kinerja jangka menengah tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

-

Pengembangan Kompetensi APIP: Melalui pelatihan, sertifikasi, dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemanfaatan Teknologi: Peningkatan penggunaan teknologi informasi,
termasuk aplikasi SAPA Inspektorat untuk pengaduan masyarakat.
Kolaborasi Eksternal: Kemitraan dengan lembaga akademik dan
profesional untuk memperkuat kualitas pengawasan.

Penyesuaian dengan tantangan lokal: Beberapa tantangan lokal seperti
kemiskinan, ketahanan pangan, dan pertanian juga sekaligus menjadi
program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan tata kelola berbasis

teknologi dan profesionalisme ASN, mendukung Visi dan Misi Kepala

Daerah terpibh untuk periode tahun 2025-2030. Ranwal Renstra ini

menegaskan peran strategis Inspektorat Daerah dalam menciptakan tata

kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan indikator kinerja vang jelas,

strategi yang relevan, dan kebijakan yang adaptif, dokumen ini menjadi

pedoman operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa

kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

.

Seluruh Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berkomitmen dalam
mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang
telah ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Untuk menjaga
konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara wajib berpedoman pada Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029
yvang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
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c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-
target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025-2029 maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan
Renstra secara berkala.

d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat
maupun perubahan kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara maka
dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan hasil evaluasi.
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memastikan

kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran

strategis yang telah ditetapkan, Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi tahunan
+ Menyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi Renstra setiap
tahun berdasarkan dokumen Renja dan RKPD.
+ Evaluasi dilaksanakan tahunan dan akhir periode (lima
tahunan).
2. Pelaksanaan dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Renstra.
« Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Renstra Inspektorat
setiap tahun yang memuat :
»  Capaian indikator dan target,
»  Analisis penyebab ketidaktercapaian,
» Rekomendasi perbaikan kebijakan dan strategi.
« Hasil Monitoring dan Ewvaluasi Renstra menjadi pertimbangan
untuk
»  Penyusunan Renja dan RKA tahun berikutnya,

» Menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya.

127



Keberhasilan implementasi Renstra ini memerlukan komitmen dan
kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun
eksternal. Dukungan penuh akan memastikan bahwa pengawasan yang
dilakukan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan  dan kesejahteraan masyarakat di  Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dengan semangat reformasi dan inovasi, berkolaborasi
bersama melangkah menuju pemerintahan yvang lebih baik, lebih bersih,
dan lebih berdaya guna.

Tenggarong, 31 Desember 2025

A /ti i =
fansyalt 8/E./M.Si.,CGCAE.,CPSp
Pembia Tihekat 1 (IV/b)
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